TINJAUAN TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA
EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG

SKRIPSI
Diajukan Urtuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Menyelesalkan Pendidian Jenjang
Program Strata 1 (3mu Hukum)

UNISSULA |

. L T —

Desusum Cleh

SETYO PRASOID
NIM . © 03.93.38%6
NIRM: 93.6.101.01.000.50121

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SBULTAN AGUNG
SEMARANG
20012



TINIALAN TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA

ERSEKUTORIAE DALANM PERKARA PERDATA D

PENGADILAN SEMARANG

*.ﬁ.
UNISSULA
el £alolelunale

3 4emll 2302

s

it!‘




HALAMAN TENGLESANAN

ANJAUAN TENTANG PERLAMANAN TERILADAY SITA
ERSERKUTORIAL DALAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERD SEVEARANG

Peinohon

/([, Gunarto, SH. SEAKT, M HUM)

Menpetakui :

Dekar Fakuiias Hukum

{ Gurarte, SH. SE AKT M HUA)



MOTTO

#¥ 4 nalils anda ingin berguru atau mencaci pemimpin, piliblah manusia
yang benar-benar bermartabat dan berperilaku baik,
pula yang faham menjunjuapg ftinggi Hukum serta  yang taat
heribadah dan sepsn tiasa brhati-hati sokur (lebih utama) manakala
menemuksn manusia yang suka tirakat berprihating yang tidak
memikirkan pemberisn orang lain, ilulah ysng pantas kau jadikan

gury dan pemimpinm.t®

*%  Lebih baik menghindarkan perkara, karéng berarti menang jadi
arang kulah jadi abu,
Akan tetapi lebth bijaksana berperkuesn dari pada bertindak main

hakim sendiri.

Kupersembahkan tulisan sederhana ini kepada:
- Bapak, ibu, kakak dau adhik ku yaeyp
tersuyang.
- Saudara-saudaraky sciman dan
seper juangan yang tercinta yang tak dapat

da pat disebutkan satu persatu.



KATA PENGANTAR

Segala pup bag Allah SWT yang twclah membenkan rahmat dan hidaysh
Nya, berkat penolongan Mya pufa penulis dapal menyelasaikan penylisan
seknpst i denpan pudul - " TINJAUAN TENTANG  PERLAWANAN

TERIADAP SITA ERSERKUT ﬂll‘.! AL DARAM PEREAILA PERDATA

Bp. H Gunun', - SE. - fum—sefakuDekan Fakultas Hukum
Unissula

2 Bp. . Gunarlo, Sli. SE. AKT. M Flum scl:;ku Pembimbing yang telah
betkenan wemberikan bimbingan dan arahan dengan wius kepada
penulis.

3 Bapak dan lbu Dosen Fakultas Hukun Unissulz

4. Bapak Ketwa Pengadilan Nogeri Semarang vang 1elah  membanty

penults datam menpadakan peaclitian,




[ ]

Bp. Gubernur Kepala daerah Tingkat | Jawa Tengah dalam hd
Kepala Direktorat Sosial dan Polotik yang telah memberikan ijin
peneltian kepada penulis
6 Bp. Kema BAPEDA Pemerintaban Daerah Tingkat | Propinsi Jawa
Tengah yang telah memberikan ijin penelitian,
7. Bapak, [bu, Kakak saria adhikku tcroma ysng selalu membenkan
baniuan doa dan restu pada penubs.
£ Teman-temanku yang seiman dan seperjuangan yang telah membernkan
dorongan semenget pada penubs yong taK dapat ku schutkan satu-
peisatu,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan sekripsi ini muesih banyak
kekurangan-kekurangannya terscbut, baik dari -segi malerl sysunan maupun
penyajiannya, dengan adanya kekurangan terscbut, maka penulis berbesar hati
untuk tmenrima kritik dan saran demi kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya penulis- dengan segals: kerendahan heti yang paling delam,
berdoa semoga twlisan sederhenz ini dapat bermanfinal bagi penulis sendisi

khususnya, serta bag siapa sajp yang sudl membacanya,

Semarang, ...c........ 2002

Pemulis



DAFTAR 1S

i Al o] ANFLLD Wlasm.siscsmmmrsans «r v cecjem = o o sim o o etresneeualisndl P

HALADAN PENGESAHAN e eiisiniinisssiianananna | E—— i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN (i P TR |
RATA PEN GANTAR . oot o ccmrmememmsnmrmm st 4 5 4118 10 S
LAFTAR IST.ceeieiieeiieceeiceeeeeceeenas e —— v

BAR . PENDANULLAN

LAk L

reuga jukal gu g a4 I

B )l oLl
Tilui:i._,..,,. ,,-...  Solama Sidd l

Y. Art dan nrskng Sita chSchtd0r il e om0l

2.2 Cara pemanggilan pihak-pihak,

petngeas iy Kewa [ihanmyf. e et e« e ]

& Janlweya PenerikSaan. .o A e oEe ey O
3. . Sudang d buka dan webuka untak 9amb.. ..., siss 26
32, Pemeriksaan pars pihak....l arrasvervrinean X

3. Penbiltion.. e s e 3



d Perihal Putusme Bk imd. ..o ienieie e cmieeeeacnannns Tieald

4.1 Macim-macam puiusan bakinh...ne s

4.2, Pelaksanen putusan hakiny (¢laekusi) dan cara

Pelabsmikipy d...orus O P . T 0 i

& Perilal Upiya-Upays TTdmi. oo .ooovviiiinanirsonmennn.
5.1 Upava hukumn biasa. i Y .
82, Upaya bokung war Binsa.....ooninmnennenen .

BAIL I Tanjmeae Tcllt:mg Periawanan 'I'l‘:t'll:lll;!p Sita Ekscehatorial Dalng

BAB V. Peoutup,
LKEH@H

&
UNISSULA
Aetllul)l 25010 lolutmnsla

-------------------------

||||||||

iiiiiiiiii

2 Saran-§irnm
DAIMTAR PUSTARN
LAMPIRAN-LADIPIR AN

...........................................................

Al

43

41

b

L6

b

9

k|



BAB I

PENDAHULUAN

l. Latar Belakang Masalah

Negara Republk Indonesia adalah negara yanp berdasarkan mas
hukur. Megara menjadikan hukum sebagai hndasan dari segala kepiatan
dan pengaturan kelembagaanya:

Hal mi berarti negara trmasuk pemeénntab dan lernbapa-lembaganya
dalam melaksgnakan tindakan apapun burus dilandasi oleh hukum ataw
berdasarkan hukum (rechisstaat) dan dapat dipertanggumukang-iawabkan
secarg hukur, tidak berdnsarkan atas kekuasaan stau kempuan penpuasa
beiaka.

Oleh karena ity wntvk mewujudkannya dibututikan suam lembapa
yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik, Salzh sam lembaga
uniuk menegakkan  kebenaran dalam mencapal keadilan, ketertiban dan
kepastian hukum. Ketentuan keténtuan pokok kekuasaan kehakiman, yang
mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang
lerteniu,

Badan peradiian umum adalah salah satw badan yang menegakkan
keadilan, ketertibzn dan kepastan hukum di Indonesia, disamping badan
peradilan lain,

Pengadilan Meger1 merupakan peradilan tingkat pertama dakm

peradilan wmum, dibawah Pengadilan Tinggi sebagsi peradilan tingkat




banding seta Makamah Agung sebagal peradilan sebagai peradilan tingkat
terakhir (kasasi) bagy semua lingkungan peradilan.

Dalam Acara Perdata, hakim ndak akan memeriksa suat perkara
apabila tdak ada gugatan atsa permobonan dari grang yang memerlukan
perlindungan hukum.

Orang yang mengajukan gugatan atau permohonan disyaratkan adarya
kepentingan hukum yang berhubtingan dengan persoalan tersebut,

Dalam hai orang mengapkan gugatan ke Pengadilan Negeri tukan
sap  mengharapkan agar memperoieh kopumisan yang menguniungkan
baginye, akan teiapi juge keputusan yang menguntungkan baginya, akan
fetap! juga kepinusan ersebut akhimya dapar dilaksanakan,

Oleh karéna it goana mengatasi ha iersebil dakim Hukum Acara
Perdata dikenal lembaga sia eksekutoriap Sdargkan vang & maksud
dengan sita eksekutorial #u sndii yadiu penyitzan ada kalanya dilaksanakan
sctelah keputusan perkama pokoknya ditetaphan,

Sebapaimana kitz ketahui bahwa setiap manusia pasti mempunyzi hak
dan kewajiben yang menyatu dan menjadi suay kepentingan vang layak dan
wajb dindungi. Apabila ada seseorang  yang mengajukan gugatan
perlawarnan, maka jdas bahwa hak-haknya telah dilanggar dan mempunyai
kepentingan  unuk mempertahankannya, Pengadilan sebagai penegak
ukum dan keadilan wajh melindungi hak-hak orang tersebut

Penyitaan terhadap barang barang milik tergugat ada kalanya terjadi
kekeliruan bahwa barang yarg disita dengan penetapan dari Pengadilan



Negeri itw bukan lagi barang milik tergugat melainkan rmilik orang lain
orang ketiga. Hal ini benar-benar merugikan orang lain yang merasa tidak
mempunyai ‘masalah atau ierlibat dalam perkara atay sengketa dari pibak-
phak yang berselisth, mengapa barang mikknya ikwt dista ?. Disamping i
kadang penyitaan juga melampui baas, barang-barang yang seharusnya
tidak boleh disita kut disita, dahm hal ni mesakwa barang-barang sebagai
alat mata pencaharian dan 1ergugat.

Penyitaan wan demikian ity sangat merugikan, bak orang lan ata
orang ketiga maupun tergugat sendiri. Bagaimana upaya hukum dari mereka
umtuk melepaskar barng-barangmya 7 Dakm Hukum Acara Perdata
maupun dalam prakick, bukur telh meiindungi mereka yang merasa
dicugikan: dari hal perntaan, vair dengan jalan micoeka dapat mengajukan
perflawanan terhadap penyitaan kepade Pengadilan Megen yarg telah
melakukan penywaan. Mercka harus dapat membuktikan batwa barang yang
disita tersebut lbenar-benar miliknya. Dalarn Bukum Acars perdata, hakim
udak akan memeriksa suaty perkara 2pabnia tidak ada gupatan atay
permohonan dari crang yang memerlukan perlindungan hukum. Orang yang
mengajukan gugxan atay permohonan disyaratkan adamya kepentingan
hukum yang berhubungan dengan persoalan tersebmt Dalam hal orang
mengajukan gagatan ke Pengadilan Negeri, bukan sga mengharapkan agar
memperoleh keputusan yang menguntungkan baginya, zkan tetapi juga
keputusan tersebut akhirnya dapa dilaksanakap,



Qleht karena ftu mme mengatasi hal tersebyt, dalam Hukum Acara
Perdata maupun dalam praktek, hukum telah melindungi mereka yang
merasa dirugikan dari hal penyitaan, yaitu denpan jalan mereka dapai
mengajukan perlawanan terhadap penyitzan kepada Pengadilan Negeri yang
telah melakukan penyitaan,

Mereka harus dapat membuktikan babwa barang yang disita tersebut
benar-benar miliknya,

Hal milzh yang menank penulis unek membahas dalam skripsi ini,
sehingga dapar berarti bahwa setiap orang dilindungi hak-haknya olkeh
hukum dan mempunyal kedudukan. yang sama dalam  bukum. Penulis
berharap agar masyarakat wmum dapat mengetahui bahwa mereka dapat
mengadakan perlawanan behadep penyitean yang tdak benar walaupun
mempunyal sural ketetapan dan mereka dapat mempertahankan hak-haknya,
Dengan dasar alasan diatas maka penulis membahas datam skripsi ini
mengena: *'Tmjauab tentang Perlawanan terhadap Sita Eksekutonal dalam

Perkara Perdata d Pengadilan Negeri Semaranp.™

Perumusan Masalab.

Kemgman uniuk mengetahui sesuatu merupakan unsur pendorong
tmbulnya gagasan untuk memecahkan persoalan secars kongkrit dan sesuai
dengan peraturan yang berlake, sechingga mendorong penulis untuk
melakukuan  peneliian  Khususmya pada  perlawanan terhadap  sita

eksekutonal dalam perkara perdata,




Dalam hal iné penulis skan membatasi pada permasalahan tertentu,
atau membenkan ruang lingkup tertentu. Hal ini penulis maksudkan unfuk
memperlancar dan mempermudah pelaksanaan penclitian mengenai pokok
permasalahan yang akan dibahas berkuinyg, schingga lebih 1erarah dan
Jelas.

Seperti kita ketahui bahwa masalah-masalah atay hal-hal vang haris
diperiksa dan diselesaikan dalam Pengadilan Negeri sangat banyak Semua
orang atau pthak yarg menyelesaikan peroasalahannya  adalah untuk
meminta keadilan yang scadsi-adilnya ‘dan perfindungan lerhadap hak-
haknya,

Di dalam paso 195 aval © dan 7 dan pasd 208 HIR lentang
perlawanan tghadsap ska eksekutorial yang dinjukan oleh phak ketiga
maupun cleh terlaksana atau ereia,

Berdusarkan ha tersebut diatas, maka dengan judul skripsi dni, penulis
akan membatasi pada permasalghan-permasalahan vang timbul berkenan
dengan adanya perlawanan \erhadap sita eksekutoria) datam perkara perdatz
sap.

Dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikur;

|. Bagaimana perlawanan phak ketiga terhadap penyidaan dan perlasvanan
yang di ajukan ofeh tersita ?

2 Bagaimana cara mengajukan perlawanan terhadap penyitaan ?

3. Apakah perlawanan tidak menangguhkan eksekusi dan bagaimana

pengecualiannya 7



4. Apakah dari keputusan Pengadilan Negeri tentang perlawanan tersebut

dapat diajukan banding atau kasas 7

A Tujuan Penclitian
Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penulis mencoba untuk
memberikan jawaban sementara sebagai berikut |

L Untuk mengetshui sita pelaksanaan eksckulorial,

2 Unwk mengetahui perlawanan (verzet) tethadap eksekusi baik yang
diajukan oleh fersita sendii maupun pitiak ketiga dengan alasan hak
milek.

4 Unuk mengetahu perlawanan tidak -menangguhkan cksekusi dan
bagaimana pengecualiannys.

4. Untwk mengetahui upaya hukum perlawanan terhadap cksekusitorial
berupa  banding meupun kasasi, baik oeh pelawan sendini atm

ierlawan,

4 Metode Penelitign
Dalam rangka mencan’ dan mengumpulkan bahan untuk menyusun
sknipsi ini penyusun menggunankan beberaps metode yarg sesuai denpan
pokok permasalehan, karena suatu penulisan skripsi dikatakar bernilai

lmiah bilamana hasil pemikitan yang mendalam dan terperinci tersebut




dapat dibuknkan secara rasional, schingga hasilnya bisa dipercaya dan
dipertanggung jawabkan,

Melode berasal dan bahasa latin "meta’ yang berart sesudah dan
“hodos™ yang berark mlan atau cara Jadi, makna metode kurang lebih
adalab “jalan sesudeh’” atau cama untuk mencapar stay memahami sesuatu
yang belum diketahw. Metodelogi berasal dari kam-kata “meta’” dan
“hodos™ seperti trsebut diatas, ditambah kata “logos™yang berarti uraian
atau pengetahuan. Jadi, metodelogi adalh penpetabuan (penjelasan) tentang
meiode atau pengetahtat entang berbagai cara untik memahami sesuatu,

Isulah “’penelitian”  roerupakan padanan kata lagaris ‘research’.
Kata “research’” ini berasal dan akar kata Latin, “re’” (kembali) dan
“"circum” atau, *;circa"(sekn'tar], varg berkatan dengan kaa ‘I‘circare“
(memeriksa).

Dengan demikian, metodelogi penelitian merupakan pengetahuian
tentang berbagal cara uniuk menelin. (1)

Berdasarkan pengertian  metodeiogl tersebit  distas, maks untuk
melaksanakan sua penelitan, penuls mengpunakan beberapa metode
sebagai berikut :
|. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Penehtian dengan metode yuridis normatif merupakan  penelitian
kepustakaan, penelitian serhadap data sekunder. Penelitian ini melipti -

a Penelitian inventarisasi kuum positif



Merupakan kegiatan pendahbuluan yang bersifat mandasar unmuk
melakukan penclitian hukum. Sebelum diketemukan norma bulum n
voncrete  atan  diketemukan teori-i¢on lemiang proses kehidupan
hukum, harudah diketahui lebih dabul: apa sap yang termasuk

kedalam hukum positif yang sedang berlaku.

b Penelitian terhadap azas-azas bukun
Dalam penelitian . hukumy nommalf, penelitian terhadap azas-azas
hukum dilakukan terhadap normanorma ukem, yang merupakan
pathokan-patholan untuk bertingkah laku atay melakukan perbustan
yang parias Pencliian terhadap azas-azas hukum merupakan unsur
ideal dan hukum

¢ Penelitian unuk mepemukan hukum i concreto
Penclitian wnmk . merupakan  uszha  unmk  menemukan apakah
hkumoya  yang sesuai umuk  dierapkan n  concreto guna
menyelasaiakn pakara terentu dan damanskah prearuran hukum iu
diketemuakan. Penelitian i disebut juga dengan legd research

(Ronpty Hanitijo 8 1990 15)

2 Spesifikasi Penelitiap
Spesifikasi penelitian yang digunakan disini adakh penelitian

kepustakaan,  penelitian lapangan dan penelitian infizyensial. Pada



penelitian kepustaan adalah dengan jalan mengambil teori-teori dari para
sarjana yang terdapat pada literatur dan diktat kuliah, yang ada katannya
dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini penting bagi pedoman yang
sclanjmya  dicoba  dibandingkan dengan hasil pencliian lab yang
didapatkan.

Penelitian lapangan adalah penelitian dimana peneliti secara
langsung mempelajan permasalahan pada obyek-obyek vang 1elah
ditentukan, Sedangken penehtian inferensial, peneliti tidak hanya
melukiskan suam peristiwa sap, akan. telapi uga mengambil kesimpulan
umum dan masalah yang dibahas, (Kartini Kaitono, 1990

- 24)

Populasi deu Metode Sampling

Populasi atau unverse adalah selurub obyek atau selunh indibvidu
atau selurvh gejala alan selurgh kejadian atag seluruh unit yang akan
diteliti, (Ronny Hanitijo S, 1990 :44). Adapun yang merupakan populasi
peneditian dalam penulisan skripsi im mengenai perlawanan terhadap sita
eksekutorial dalam perkarz perdata di Pengadlian Negeri. Didalam
penelitian ini, penulis secar langsung mengadakan penelitian ata
research & Pengadilan Negen yang berwilayah hukun & kedya
Semarang. Hal ini penulis maksudkan untuk mengetahui secara langsung
tugas-tugas dan 1aa kerja Pengadilan Negeri dabm prakteknya secara

nyala,



Dalam penelitian, penulis tidak meneliti semua obyek populasi,
melainkan hanya sampelmya sajp Adapun taknk penarkan sampel
bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek pada tujuan

tertentu, sehingga dapat dipandang mewakili populasi.

4 Metode Pengumpulan Data
Dalam peneliian ini, penulis  mempergunakan  metode

pengumpulan daa sebapal berikul:

| Metode penelitian kepustakaan, merupakan penelitian werhadap data
skunder, daa yang diperoleh melalos bahan kepustakaan. Dakm hel
ini penukis mencliti daa skunder dibidang hukum, terwama bahan-
hahan hukum pomer, yarg mefipuli; norma dasar Pancasila, peraiuran
desar (UUDD 1945 dan Tap MPR}, peratiran pcmndang—ﬁndangaﬂ,
bahan hukum yarg tidak dikodifikasikan (misalnya hukum adat),
yurisprudens? dan trmital Bisamping ity bahan-bahan huk umn & under
yang melipuls. rancargan peraturan-peralwan perundang-undangan,
hasil karya ilmigh para sargna dan hasil penelitian. (Roany Hanitijo S
1980:53)

2. Metode wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh mfiyrmasi dengan bertanya
langsung pada yang diwawancarai. Pada penelitian gunz penulisa
sknpsi ini, penulis menggunakan tipe wawancara bebas terpimpin.

Dalam tpe ini pemulis sudah mempersiapkan dafiar pertanyaan



terlebih dahulu, apar wawancara menjadi terarah. Namun demikian

masth dimungkinkan sdanya pengetmbangan pertanyaan-pertanyaan

16,
5 Analisa Data
Das yang telah terkumpulkan kemudian disistematisasikan da d
analisa secara kualitatif yaitu dengan membandingkan daa dengan
hukurn pasitip, teor-teori hukum dan pendapat para ahli.
6 Sistematika Skripsi
Untuk mempermudal dalam mendalarni isi dan tujuan dari penelitian,
maka penulis memaparkan dan bentyk dan isi secara  keseluruhan
Keseluruhan ini akan' disusun dalam IV (empat) bab yang terdin dari
beberapa sub bab. Adapun bentuk dari sknpsl i nantinya adalah sebagai
berikut :
BAB L PENDAHULUAN
Dalam bab uoi penulis akan mengemukakan mengenar © latar
belakang masalah | rumusan masalabh . (ypan vang hendak
dicapai; metodelogn penclitianan; sistematika skripsi.
BAB 0. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab im mengurakan tentang perihal gugatan - tindakan
selama «an sebelum sidanp; jalannoya pemeriksaan ;. perihal
putusan hakim | dan penhal upaya-upaya hukum.

BAE HI. HASIL PENELITLAN DAN ANALISA DPATA



Dalam bab i akan diuraikan mengenai metodologi pendekatan
vuridis nommatf; spesifikasi peneliian; populasi dan metode
samphng; metode pengumpuian data.
BAB IV. KESIMFPULAN
Akhimya pada bab i penuhs akan  memformulasikan
kesimpulan. Kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dbahas
pada bab-bab sebelumbya. Pada bab mi penulis juga akan
membenkan saran-saran
DAFTAR PUSTAKA } yaltu merupakas sumber baban yang
dambii . untek  menyelesatkan  penulisan
skripsi.
LAMPIRAN-LAMPIRAN s yaitu halhal saig perlu dilamprrkan ata

ditutsertakan dalam penjilidan skripsi,



BAB II

TINJAUAN PUST AKA

L. Perihal Gugatan
[.I. Pengertian Gugatan

Menurut bahasa Indonesiz “gugatan atau menggugat’” berari
mendak wa, mengadukan (perksra), mendakwakan: menuntut {jany);
membangkitkan  perkara-perkara  yang  sudsh-sudah. (W.JS
Purwodarmnto, 1976 1 350),

Balam perundang-undangan mauptn peraturan pemerintab tidak
disebukan mengenai pengertian gugatan, H.IR hanw menyebutkan
tentang  benfuk - pugatan dimana da dimana gupatan  diajukan,
Pengertian gugatan dibenkan oleh para sarpna, jadi untuk mengetahu
pengertian gugatan kita berpangkal tolak dan pendapat sarjana

Menuwrut Prof. Lr. Sudikno Menokusumo, SH didalam bukunya
Hukum Acara Perdata Indongsm sebapal berikut, “Tuntutan hak yang
terdapat dajam pasd 118 avat | HIR (pasal 142 ayat {42 ayat IRb.g)
disesebut sebagai tuntutan perdaa (Burgerlijke Vordering) tidak lain
adalah tuntatan hak yang mengandung sengketa dan lazims disebut
gugatan’’ (Sudikno Merokusumg, 1982:33)

Gugaten adalah twntutan hak yanp mengandung sengkeia,
artinya tindakan yang bertujuan memperoleh prindungan hukum yang

diberikan oieh pengadifan umtuk mencegah “e'genrichting”  aau

i3




tndakan menghakimi sendiri. Orang yang mengajukan gogatan hak
memeriukan atay berkepentingan alan perlindungan hukum, maia oleh
larena ity B mengajukan ke pengadilan. Seorang fidak mungkin
mengajukan gugatan, jika #dak mempunyai kepenungan, tetap tdak
semua kepentingan diterima sebagai dasar pengajuan gugatan, hanya
kepentingan yang cukup dan layak, serta mempunyai dasar hukum saa
yang dapat diterima sebagai desar gugatan.

Dari uraian diatas dapal disimpulkan bahwa, Bugalan vaiu
untulan vang mengandung sengketd hukuth. - Sengketa hukam sendin
dapat (i arkan sebagai perisiva yang menimbulkan perstlisihan
mengenai hal yany diatur dalam hukuim, (Hapsoro Hadiwdjojo, Diktat

kuhah : 1}

L2, Cara Mengajukan Gugatan Terhadap Sita Eksekutortal

Apabila dalam suaty perkara ‘idai dapat diselesaikan oleh
pihak-pihak seara dumai, maka jalan terakhic yang dapat ditempuh
adalah meminta penyelesaian melalui hakim. Unwk mendapat
penyelasaian melalui hakim, maka penggugat larus mengajukan
permohonan gugatan kepada Kemtaa Pengadilan Neger,

Menurut pasdl 118 HIR. pugatan harus diajukan dengan surat
permohonan yang ditanda tangan! olch penpgupat atau wakilnya. Surat
permohonan il dalam praktek disebut surat gugatatan sural pugatan,

Karena gugaian harus diajukan dengan surat gupat, maka bagl mereka
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yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya
secara hsan kepada Kema Pengadilan Negeri mencatat atsu menyurah
mencatal  keterangan penpguagal i, kemudran mendatangangani
sendin (pasat 120 HIR, 44 RBg), Pasal i adalah dasar bagi hakim
untuk membenikan bantuan kepada pencari keadilan tetapi i buta huruf,
sehingga m dapat perlindungan hukum dalam membela hak-haknva,

Sural gugat harus ditanda-tangam oleh pengpugat atau wakilnya,
Yang dimaksud dengan wakilinya dalawn hal ini adakb seorang kuasa,
seorang yang senga)a dikuasakan berdasarkan surat kuasa klusus untuk
memhuat dan menanda-tangan sursi gugat. Selain [ surat pupatan
harus bertangeal, menyebut dengan jelas nama pengpugat dan tergugal,
tempat tingeal mereka, dan kalau perlu pbatan kedodukan penggngat
dan tergugat, misalnya apablla gugatan il menyangkut pembayaran
gantl kerugman (pasal 1367 KUH Perdata), maka kedudukan para
tergugat perlu disebut,

Perls  diperhatikan, babwa surat gugat barus dibuat dakm
beberapa rangkap, sat vang asi wntuk Pengadilan Neger, satu uniuk
arsp prggugat dan ditambah sekian banyak lagi salinan untuk masing-
masing terpugat dan turut tergugat.

Setelah surat gugat tersebut dibuatl, suat tersebut didafiarkan di
kepaniteraan Pengadilan Neperi vang bersanghkutan, dengan membayar
perskot uang perkara. Berapa bamwak uang perskot atau uang muka
petkara i tergantung dari pada sifat dan macamnya perkara. Unfuk



penerimaan uang muka tersebui, kepada penggugat alau kuasanya
diberkan sehefai kwitansi resmi Disamping #u ada pula perkara-
perkars yang diperiksa secara cuma-cuma {prodeo) berdasarkan
ketentuan dalam pasal 237 HIR.

Menurut ketemtuan pasd 118 HIR dan 142 RBg, yang mengatur
tentang kompentensi relaif Pengadilan Negeri, pemmohonan guygatan
diajukan kepada Ketua Pengadian Negen vang deerah hukumnya
mefiputi tempat tinggai tergugat, atau tdak diketahui tempal tinggalnya,
tempat tingpal sesungguhnya. Jika crdapat lebih dari seorang tergugat
yang udak bertempat tingeal dafam daerah hukum Pengaditan Neperi
yang sama, maka gugatan diajkan kepada Kema Pengadilan Megeri
yarg dagmah hukumnya meliputi 1empat tinggal sabih seorang tergupgat
menurat pilihannys.

Jika diantara pam tergugat it ada hubungan sebagai orang yarg
berhutang pertama dan penprmm, maka gugatan diajukan kepada Keta
Pengadilan Negen yang deerab hukumnya mehputi tempal tinggal
orang yang berhutang perfama atau salab seorang diantara mereka. Jika
tergugat ndak mempunyai mempunyai tempat tingga] yang dikenal, dan
tempat tinggal yang sesunpguhnya juga tdak diketehawi atau pka
terpugat tidak dikenal, maka pugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri vang berdaerah hukum melipoti tempat tinggal penggugat, atau
salah seorang diantara mereka (penggugat). Jike pgugstan Ty

berhubungan denpan benda tetap, gugatan diapkan kepada Ketua



Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melipati tempat benda tetap
nu terfetak, Dan jika dipilih tempat tinggal dengan surat akia, maka bila
penzgugat  menghendakinya, dapat mengajukan gugatannya kepada
Kemwa Pengadilan Negeri yang berwilayah lmkum meliput tempat
tinggal vang dipibih itu. {Abdulkadir Muhammad, 1990: 44)

Surat gueatan yang telsh sampal pada Kepaniteraan Pengadilan
Mepen yang bersangkutan, sata oleh pantera telah direncanakan biaya
perkara yang diperiukan, jumlah mana dicanturnkan dengan disposisi
bertanggal serta paraf, kemudian diteruskan pada bagian keuangan
untik  pembayaran perskol, serta membukvkannye dabm huiku kas,
surat gugaian tersehut didaftar dalan bDuku register dan diben nomor
perkara, Sural gusatan varg ielah didafiarkan o laly dieruskan kepada

Ketia Pengadilan Negen antuk ditetapkan pemeriksaannya.

L3. Syarat Sshnya Gugatan
HIR da RBp hamya Mengalur 1eang cara menyajikan
gugatan, sedarg tentang persyaratan mengenad iy dar pada gupgatan
bdak adz  ketentuannya. Bagi  kepentingar  pencari keadilan,

kekurangan mi distasi oleh pasal 119 HIR atau pasd 43 R.Bg, yang

Memberi wewenang kepada Ketna Pengadilan Neger' untuk member
masehat dan bartuan kepada pihak penggugat dahm  pengajuan

gugatannya. Dengan demikian dapat dicegah pengajuan pugatan yang
Kurang lengkap.
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Persyaratan mengenai sahnya pugatan ini ada dua yaity melipat;

I. Syarat Matenil

Suatu gugatan harus harus  memenuf: Syarat materiil, yaity

persyaratan mengenai isi gugatan, Hal ini dapat kita jurnpai dalam

pasal § No. 3 RV yang mengharuskan bahwa gugatan pads

pokoknya memuat |

a. Identitas dari para pihak

Yang dimaksud dengan identitas adaish ciri-ciri dari pars pihak
Yailk nama, ternpat tinggal, siats kowin atau fidek kawin, serta
peilu puga di cantumkan kedudukan para phak datam gugalan,
b Dalildalil kongkrit wntang adanya hubungan buum yang
merapakan dasar seriz alasan-alsan dari pada wntutan A
dikenal dengan *’Fundamentum petendi”,

Fundamentum petendi ini terdin dai dua bagian yaitu; bagian
yang menguraikan teniang kerdian-kejadian atau peristiwa dan
bagian yang menguraikan lcmeng hukum. Urasian tentang
kejadian, merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang
uraan temang hukum adaleh uraian tentang adamya hak atau
hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan,
Uraian yuridis i bukaniah merupakan penyebutan perasuran-
peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, tetapi hak atay

peristwa yang haus dibuktikan dipersidangan nanti, yang
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merupakan gambaran terhadap kejadian materiil sebagal dasar

tuntutan it

¢ Harus memuar tustutan alay petitum.,
Petitum alau tuntutan adalah 2pa yang oleh penggugat diminta
itau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitur akan
mendapatkan jawaban & dalam diclum stau amar putusan, Oleh
karena 1, pengpugat harus merumuskan petitum dengan jelas
dan tegas (pasal 8 RV
Tuntutan yang tidak jelas acou tidak sempurna dapat berakibat
tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian puls gugatan yan
Derisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan saty sama Iain,
yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang sdak jelas dan
bdak dapal dijawab denpan mudah oleh pikak tergupat sehingga
menyebabkan ditolsknya gupatan) berakibat sidak diterimanya
gugatan tresebul, (Sudikno Mertokusumo, 1982: 35)

2. Sygrat Formil

Yang merupakan syarat formil daf gugaltan jtu adalsh yang

menyangkut taa cara smengajukan surat gupaian it sendiri, antara

lan :

a. Dhimana gupatan harus diajukan
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Dalam hal il menyangkut kewenangan pengadilan, yaitu
kompentensi absolut dan relatif, schingga pugatan im dapat
diterima oleh pengadilan yang berwenang.

a Kompetensi relatif ini diawr dalam pasal 118 HIR - 142
RBg, 'yang azasnya adalah yung berwenang adalah Pengadilan
Negen tempat finggal tinggal lergugst’ (Actor Sequitur Forum
Rei}. Selain yang teloh ditemukan dalam pasal 228 HIR itu,
masth ada kemunpkinan lain, dimana gupatan dizjukan.

Hal ‘ini ‘merupakan pengecualian, yaitu mengenai hak
evokasi dan porogasi vang adi dalam gunia perdagangan.
Disamping in mesth ada pengecualian lainnys seperti yang
diatur daiam KU Perdaia (pasal 20,21 22) RV (pasal 99 ayat
4 dm 15). Undang-undang No. | Talhgn 1974 dan perturan
pelak sanaannya.

. Mengena bentuk dart gugatan

Benuk pugatan ada vang fertulis, yaitu berupa surd gugatan
(pasal 118 HIR) day ada pula yang berbentuk lesan, yaitu bagi
mreka yang ua huruf dapal mengajuken gugatan sedara kesap
(pasal 120 HIR)

Membayar biaya perkara

Artinya membayar segala biaya yang diperlukan selama proses
pemeriksaan perkara  berlangsung, biasanva uniuk  biaya

administrast, biaya pemanggialan, bea materai dan lain-Iam




seperti diatur dalam pasa! 121 HIR. Namun gugatan dapat pula
Secara cuma-cuma {(prodeo), hal in diatyr dalm pasal 237 o

245 HIR (Hapsoro Hadiwidjoj, Diktat kuliah: 6)

Z Tindakan Sebelum dan Sek nw Sidang
L1, Arti dan makna sita eksekutorial, sita Fevindicatoir, sita maritaal
dan pandbeslag,

Terhadap sita eksekutorial bak yang mengena1 barang tetap
maupun barang bergerak mhak yang dikalahian dapat mengajukan
perlawanan  (passl 207 HIR. 125 Rby)  Perlawanan ini  dapat
digjukan bak secera tertulls maupun lesan kepadz  Pengadilan
Negeri _memberi perintah uniuk menangauhkan pelaksanaan. Suaty
banfahan mengenar pokok perkara yang iclh diputuskan dalam
butusan hakim tidak dapat dipunakan untuk  melawan s
eksekutorial,

Seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita
secara cksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita
eksekutorial atas barang tersebut (pasal 208 HIR, 228 Rbg}. Dalam
yunsprudensi pemulikan diartikan luas, termasuk hak sende. HIR
udak mengatwr tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita

CONservaolr

Dalam hal i art dan makna terhadap sita eksekutorial

adaiah sia ataw penyitaan barang-barang baik brperak maupun tak




bergerak dai pihak vapg dikelahkan dalam prekara perdata puna

melaksanakan (eksekusi) keputusan hakim yang telah mempunya:

sita Revindicatoir

Pemiltk barang bergerak yang barangnyz ada ditangan orang
lain dapat diminta, bak secara lisan maupur: tertuhis kepada Keua
Pengadilan Negeri & tempat orang yang memegang barang tersebut
hsita. Penyitaan ni diebut sita revindicatoir. (Sudikno Mertokusumo,
1982:58)

Yang dapat disita secara revindicaroir adalah barang bergerak
mulik pemohon, Aktbat hukum dar sea revindicatoir i adalzh bahwa
pemohon atan  penyita, tidak dapai menguasai  barang lersebut,
sebaliknyz vang terkena stz fdak dapat micngasingkannva. (Sudikno
Mertokusumo, 1982 : 59)

Sita revidicatoir mi diatur dalam pesal 226 HIR — 260 RBp
Dani pasal 226 HIR dikeiehni bahwa penyitaanmya adalah sebag;
berikut harus berupa barang bergerak
l. Barang brgerak tersebut adakh merupakan barang milik pengpugat

yang berada o tangan tergugat
2 Permintaznnya hanus diajukan kepada Ketua Pengadiian Negerf
3. Permintaannya dapat secara lisan maupun tertulis

4. Barang trsebut harus diterangkan secara seksama dan terpernnci.

]




Sita Maritgai

Sita mantaal dikenal dalam Mukum Acara Perdata Barat, dan
datur  dalam pasa] 823 a RY (Reglement op de Burgerlike
Rechtsvordering), Sitz maritaal bukanlah uttuk menjamin  suat
taghan uang atau penyerahan barang, melainkan mcnja'min aga
barang, melaimkan menjamin agar barang yang disita tidak dijuai. Jadk
fungsinya adalah wntuk meltdungr hak pernohon selama pemeriksaan
sengketa perceraian g pengadilan berlangsung amtara pemohon dan
lawannya, dengan wienympan atay membekikan barang-barang varg
disita, agar jangan sempai jawth ditangan piak ketiga,

Olch karena  sifamnya hanyalah  menyimpan, maka sia
maritazl m tdak  perlg dinyataken  sah dan berharga  apabila
dikabulkan  Pemyvataan sah dan berharga i diperinkan  unmk
memperoieh titel eksekutorial yang mengubah sita jamman menjadi
sita  eksekutonial, - sehingga  putusan dapat dilaksanakan dergan
penyerahan atau penpalan barang yang disita. Sita maritaal tdak
berakiur dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita,

Sta maritaal ini dapat dimohonkan kepada Pengaditan Neger)
oleh seorang ister1, yang tunduk pxia BW, selama sengketa perceraan
diperiksa & pengaditan.

Terhadap barang-barang yang merupakan kesatusn harta
kekayaan, untuk mencegah agar pihak lawannya tidak mengasingkan

barang-barang tersebut (pasal 190 BW, §23 Rv). Jadi yang dapat



mengajukan sta st mantaal adalah si isten. Ha i discbabkan
tarns memirut BW seorang isten dianpgap ndak cakep melakukan
perbutan hukum. Untuk melindungi isteri terhadap kekuasaan maritaal
suaminya, maka sita martaal mi disediakan bagi lesteri. Yang dapa
diasita secre maritaal ialah baik barang berperak deri kesatuan hata
kekayaan atau milik isteri maupun barang tetsy dari kesantan harta
kekayaan (pasal 823 Rv}

Sita maritgal demohonkan oleh phak st terhadap barang
mihk suami, baik barang bergerak @ maupun fetap, schagai jaminan
uniik memgeroleh bagiannya sehubungan dengan pupatan penceraian,
agar selama pmses penceramn berlangsung barang-barang lersebut

jangan dimlangkan okh suami (Retnowulan Sutantip, 1989: 99),

Pandbestag (Sita Gadai)

Pandbesiag adalah suatu pengrtian yang dikenat dalam Hukum
Acara Pordata Barat, Pandbedap iakh semacam sta jamnan yang
dimohonkan ocleh orang yang menyewakan rumah atau tanah, agar
supgya ditetakkan sita terhadap perabot rumah tangga phak peryewa
atau tergugatl, guna menjamin pembayaran uang sevwa vang harus

dibayar (pasal 751 RV).



22 Cara pemanggilan pihak-pibak, petugas dan kewajibanoya

Setelah penggugat memasukkan gugatannya dabm kepaniteraasn
Pengadilan Neperi, den melunasi biaya perkera, m tinggal menungglt
serberitahuan hari sidang, Gugatan sctelah didafiar dan dbagikan
dengan surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa oleh
Ketua Pengadifan Negeri, maka hakim tersebut dengan surat
penctapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan sckaligus
menywrul: memanggll kedua phak agar menghadap di Pengadilan
Negeri pada hari sidang yang telsh ditetapkan membawa saksi-saksi
dan buktr-bukii yang diperlukan.

Adapun  cara pemanggilan  pihak-pihak, petupas  dan
kewnjibannya dutur daam pasal 338 HIR dan seterwrya. Pemanggilan
diakukan oleh pru Sita yang menyerahkan sur panpgglan (exploit)
beserta salinan surat gupgat i kepada tergupar prbadi di tempa:
ungealnya. Apabila tergugal $dak diketemukan rumahnya, maka sura
panggilan ity dserahkan kepada Kepala IXsa yang bersangkutan
untuk diteruskan {pasal 330 aya | HIR - 718 Rbg). Kalau tergupat
sudah meninggal, maka disampaikan kepada kepala desa ditempat
tinggal terakhwr dan tergugat yang maninggal tersebut Apabila tidak
diketahui tempat tinggal tergupat, surat pangpilan diserahkan kepada
Bupat! dan selanjutnya swrat panggilan tersebut ditempatkan pada

pepan pengumuman d Penpadilan Negen.



Pasal 126 HIR - 150 RBg member kemungkinan pemanggilan
sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus oleh hakim. (Sudikno
Mertokusumo, 1982 : 71}

Apabila pihak-pihak vang berperkara sudah dipanpgl dengan
Pam, mereka fu peru memenuhi panggilan tersebut, Meskipun tak
ada kewajban bagi tergugat unuk memenubi panggilan sidang,
mamun apabila & tidak dateng menghadap @ akan menderita rugi,
karana HIR dan RBz mengatur teniang sanksi bagi yang tidak datang
menghadag  kepersidengan  dan  ndak  pula menyuruh  wakilnya

menghadap. padahd sudah dipanpgil dengan paluy

3. Jalannya Persidangan
3.1, Sidang dibuka dan terbuka oyl emum

Setelah melalui tahap pendahuluan yaite tindakan-tindakan
yang mendahului pemenksaan, maks dilanjutkan pemeriksaan
dimuky eidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis
hakim didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan
sidang terbuka untuk umum, Ini berarti bahwa setiap orang boleh
mendengarkan jalannya persidangan, yamg secara fiormd dapat
mengadakan  control, dan  dengan demikian  hakim  dapat
mempertanggungkan jawabkan pemeriksaan yamg  dilakukan

secara terbuka, sa1a tdak memihak pada salah saw pihak yang




bersengketa, Sifat terbukanya sidang umuk wmum mernupakan

syaral mutiak (pasal 17 ayat | dan 2 UU No M Tahun 1970} vagu:

{1} Sidang pemerksaan pengadilan adalah terbuka umtuk wmnum,
kecuali  apabila  Undangundang  menentukan  fain.
{pemenksaan secara tertutup)

(2) Tidak dipenuhinya ketenuan dakam ayat {1} mengakibatkan
batalnya putusan meourut hukum''.

Apebila pumsan diucapkan dalam  sidang yang  txfak
dinyatakan terbukg untulk umum, maka putusan itu tdak syah dan
tidak mempunivai kekuatan hukum dan hatal demy hukum_{pasai 18
UL N 14 Tabon 1970); 179 (1), pasal 317 HIR dan pasd RBg).
Meskipun demikian, apzhila dalam berta dcara discbutkan bahwa
sidang  dhnyatakan terbuka  untuk wnum, meka putusan  yang
dijatubkan tetap syah

Terhadap azzs  1erbukanya sidanp  untk umum  ada
pembatasannys, yvanu apabila Undangundang menentukan lain
atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalarn
berta acara @as perintahnya {pasai 17 ayat 1 UU No JV Tahun
970,29 ROQO.). Dalam hal i peineriksaan dilakukar dengan
pintu tertutup. (Sudikno Mertokusurao, 1982 94)

Pemeriksaan secara tertutup it dapat karema  alasan
undang-undang, artimya. undang-undang yang telah menctapkan

perkara-petkara tertentu yang harus diperiksa dalam pinta tertutup,




misalnya perkara penceraian (pasal 33 PP. No 9 Tahun 1975).
Disamping qu juga alisan berdasarkan pertimbanpzn hakim yaim,
apabila pemeriksaan perkara udak dilakukan secara tertutap, pthak
yang bersangkutan akan mabs mengengkapkan fikta  yang
sebenamya & depan umum, misalnya perkara yang menyangkut
soal kesusilaan (perkosaan, ziah dan lain sebagainya), juga
perkara yang dilakukan anak dibawah umur,

Yang tertmup hamyalah pemeriksaannyy sap sedangkan
keputusaniya harus discapkan datarn sidang terbuka untuk wmum.
Pemeriksaan dalam pintu terwiup Ru dilakukas bak umk bagian-
bagian iertenty s2A maupun seluruh persidangan.

Dikatakan tertutup artima, dak bolh omne  lan
mendengar atan mengetahui kecuali pihak-pihak yang bemperkara,
majelis hakim yang memerksa, dan paniera yang memdamping]
hakim.  Apabila  pemerksaan iy sclesaj sidang  berkutnya
dinyatakan lagi erbuka wnuk upwm, kecusli jika terys ddakukan

secara tertuip,

Pemeriksaan Psra Pihay

Pemerksaan perkara datun persidanpan dilakukan oleh suam
team halim yang berbentuk majefis. Majels ni terdwi dari tiga
orang hakim, seorang beriindak sebagai hakim ketus dan yang lain
hakim anggeta (pasal 15 UU No XIV jo pasd 29 ayat 1 UU No
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Xl Tahun 1965, Sidang majclis hakim yang memeriksa perkara
iw dibantu oleh seorang panitera alau Seorafg Yang ditugaskan
melakukan pekerjaan panitera pengganti ( pasal 6 UU No XIV
(Abdulkadic Muhamad, 1980:93).

Setelah hakim ket menyatakan sidang dibuka dmn terbuka
umuk umum, maka kedua belah pihak penggugat dan terg@t di
panggil masuk Pemanggilan terscbut dilakukan oleh panitera
dengan menyebul fomor perkava, langgal sidang, jenis perkara
veia pehgpugat g tergugal. Sotelah para pihak masuk, hakim
kemudian menanyakan identilas masing-masing, dan menanyakan
apakah mereko sudab dipanggil dengan paiwt 7. apabila semua
phak hadir, meka pemeriksann dilan jutkan.

Apabiln pada har sidang pedame penggugat tidak datang,
meskipun sudah dipanggd dengan patwt dan uga tidak
menginmkan kuasanya yang syah, maka gugatannya dinyatakan
gugw” dan perygugat dihukum membayar ongkos perkara (pasal
124 HR - 148 RBg), atau dalam hal-hal tertentu hakim boleh
mengundusrkan atau menunda sidang, dan memyuruh sekal g
memanggl! phak vang tdak dalang (iergugat) untuk menghadap
lagi pada hari sxdang benkutnya tanpa adama pemanggilan, karena
pemberitabuan dimuka sidang berani pemanggilan sccara langsung
dan syah (pasal 126 HIR — 150 RBp). (SK Menkeh Rl No. JS. V 7
5-1977:28).



Menurut ketentuan pasal 123 HIR - 149 RBg, apabils pala
hari sidang pertama yang telah ditentukan ftu tergugat tidak, dan
tidak pula menyuruh wakilnya umuk hadw, padahel tclah dipangpil
dengan pawt, maka gugatan ity dikebulkan tanpa hadirmya icrgugat
{verstek), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atag tidak
beralasan

Tetapi berdasarkan pada pasal 126 HIR - 149 RBg majelis
hakim berwenang memenintahkac wtuk memanpgil Sekali {agi
tergugat yany tidek datang, dm majehs hakim menyatakan sidang
ditunda.  Penundaan  sidang  dtu . dilakokan  denpan
memperiimbangkan  alasan-alasar, yang patt  diperhatikan,
misalnya perkara #u sangsl penling, lerambatnys terpugat hadi
karena ‘tempat tinggainya yong juuh, da lain-lein. Apabia pada
bari sidang yang telah ditentukan berikutnya tergupal tetap ldak
hadir, sewciah & panggil dengan patl, meka hakim memutus
dengan puasan verstek,

Jika kedus belah pihak hadir d depan sidanyg, maka setelah
hakim menanyakan identtas mereka, kemudian menanyakan
kepada tergugat apakah i sudah mengerti mengapa dipanggil ke
muka pengadilan, dan gpakah & sudah menerima  wrunan sural
gupatan yang ditujukan kepadanya.

Kemudian hakim membacakan isi surat guparan pengpugat

kepada terpugat  dan seterunya. Selanjutnya hakim  kelua
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menjelasakan kepada prhak-pinak tentang persoalan perkara
mereka umuk mepawarkan perdamaian Jika terjadi persemjuan
perdamaian, maka dibuat *'akta perdamaian’ yang harus dibacakan
lerlebih dahulu oleh hakinm yang bersanglkaan dihadapan para
phak sebelum hakim menjamhkan puusan yang menghukum
keduz phak wruk mentaati 180 persetujuan perdamann tersebut
Akla perdamaian tersébut mempunyai kekuatan yanp sama dan
tepat diaksanakan scpet vonis. Tethadap putusan perdamaian
udak dipertabankan diajukan permohonan banding, (SK Menkeh
RINo, 5 V/7/5 - 1977)

Apabil:  usaha  perdamaian ndak tereapai, pemeriksaan
perkara dileruskan dan hakim mulai menanyakan mengenai pokok
perkara; Hakim memberi kesempatan kepada pihak-pihak seluas-
luasnya, untuk mengemukakan segala sesual yang diangpap perl
supaya diketehaui oich hakim, mengajukan saksi.saksi danp

membenkan bukti-bulkt lamnya mina menyakinkan hakim.

Yembuktian

Pembuktian menurut TH Kussunaryatun, SH. yaitu proses,
pengajuan fuktafiikta kebenaran  dani dasar  gupatan,  atau
sanggahan gupatan oleh membenkan kepasnan kepada hakim. (TH

Kussunasyatun, 1987: 58}
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Memuut Prof. R Subekti, SH Membuktikan adalah
menyakinkan  hakim tentang  kebemaran  dalil-dalil yang
dikemukakan dalam suaw sengketa, (Prof. R, Subekti, SH 1987 -
78).

Membukttkan dalem hukum acara, menurut Prof Sudikno
Mertekusumo, SH mempunyai ari yuridis, yaity memberi dasar
dasar vang cukup kepads hakin yang memeriksa perkara yang
bersangkutan, gina memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang diajukan  Sedangkan menurut Suyling, membuktkan secara
yuridis «dak harya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga
terjadinya soat penstiwa, yang vudak terpantung pala keyakinan
hakim  seperti  pada penpakuan  dan sumpah, (Sudikno
Mertokusumo, 1982 -~ 1)2)

Pembukiiar iv1 diperiukan karena adanyz bantahan aau
penyangkatan dari pihak lawan fentang %pa yang dipugatkan, atau
Yang membenarkan suaty hak Yang metjadi sumber sengketa itu
umumnya adalah suatu peristiwa alav hubungan hukum yang
mendukung adanya hak Jadl yang harus dibukiikan adaizh
rmengenal penstiva atau hubungan hukum tu, bukan hukumnya,
Kebenaran dani peristiwa atac hubungan bukur itulah yang haros
dibuktkan. Jika pihak kwan (tergugat) sudah mengakui &a yang
digugatkan oleh penggugat, hal i tak peru dibuktikan by

(Abdulkadir Muhamad, 1990 - 129),

fad
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Ketentwan pembuktian diatur dalam pasal 162 sampal 177
MR, dan Stasblad 1867 - % ientang kekuatan pembuktiar:
dibawah tangan, sedangkan daiam RBg diatur dalam pasal 282
sampai 314. Yang wajb membuktikan aian mengajukan alat-alat
buk  adaslah yang berkepentingan  dalam berperkara, yaitu
penggugal dan terpugar. Fara pihaklah yang waib membuktikan
perisiwa yang disengketakan, bukan hakimy. {pasal 163 HIR, 283
RBg dan 1865 KUH Perdata),

iMenurut sisiem HIR. dmn' RBp, hakim terikat olch alar bukti
yang syah, yang ditenukan oleh Undang-undang. Dalam ketentuan
pasal. 164 HIR dan pasal 184 REp, ada lima macam alge buki
delarn. perkara. perdaa, yaity : alat bukii tulisan « aar bukti saks :

Persangkaan persangRacn: pengakuan seria sumpah,

Alal bukti tulisan

fda uga macam inlisan yong dapa! dijadikan sebagai alat
bukti yaitu; tulisan biasa, akta dibawah tangan, dan akia otentik..

Akta otentik adalah tulisan yang dibuat dengan maksud untuk
dijadikan bukti, oleh atau dihadapkan scorang pebat wimam yang
berkuasa untuk nu. Pejbat ilu adalah ; Notaris, pejabat pencatatan
Jiwa, mru sita, hakim, panitera dm lain-lain. Pasal 165 HR dan
psd 285 RBg mnyebutkan, bahwa svat akia otentik merupakan

bukti yang sempurna bagi para pihak.
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Akta dibawah tangan

Adalah yang ditanda tanpani dan dibuat dengan maksud
dijadikan bukti, tetapi tidak dengan perantaraan seorang pejaba
umum. Sedangkan tulisan & bawah tangan lainnya (tidak akta)
adalah tuhsan-tulizan yang dibuat udak dengan peramasaan scorang,
pejabat umum dan tidak dibuat dengan maksud unwk dijadikan
bukti. Maka perbedasn anlara akia den ulisan bukan akia adalah,
bahwa akia dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dm
ditandatangani. {Wirjono Prodjodikore, 1982, - 109).
Alat bukti saksi

Pembukiian denpan saksi, dalam- prakietnya lazim disebut,
dengan kesaksian  Kesaksian, menurmt Prof Dr Sudikno
Mertoxkusumo, “ SH * Dalam  bukunys “'Hukum Acra Perdata
Indonesia®, 1982 : 128, adaish kepastian yang diberkan kepada
hakim dipersidangan tentang peristiva yang disengketakan dengen
jalan pemberiiahuan secara lsan dan pribad olch orang yang
bukan salah sau pihsk dalym perkara, yang dipanggil dalam
persidangan.

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168 - 172 LR atau pasal
A6 -309 RBg Dalam pembuktian dengan saks  hendaknya
digunakan lebih da sam orang saksi, karena memorut pasal (69

HIR - 306 RBg keterangan seorang saksi saj tanpa alat bukti lain,
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tidak dapat dipercaya (unus testis nullus testis), artinya sal saksi

hukan saksi
Ini berarti bahwa, sal: peristiwa dianggap tdak terbukt

apabila hanys didasarkan pada seorang saksi sajp Supaya periStiwa
tu terbukti dengan sempurna, menurut hukum keterangan seorang
saksi tw haus dilengkapr dengan alat bukti lan, misalnya fulisan,
pengakuan dan sumpai. (Abdulkadir Muhamad, 190 138).
Seorang saksl dilarang untuk menarik suaty kesimpulan,
karena hal ini adalah wgas hokim, Sazksi yang akan diperiksa
sebelumnya harus bersumpal menurut cara agamanye, atau berjanjj
bahwe m akan mencrangkan yang sebenarnyn. Setelah disumpah,
saks wajib memberi Leterangan yang benar, apabila ia dengan
sengaje memben ketcrangan palu, saks dapat ditintwt da
dinukum pidana karena sumpah palsu. (Retnowi:lan Sutantio, 1989

: &3

Persangkaan

Persangkaan adalsh  kesimpulan yang ditarik dari suatu
peristwa atau dianggap terbukti kearah suara peristiwa yang #dak
terbuku. Ada dua persangkaan, yailu persangkaan hakim  dan
persangkaan undang-undang Yang dimaksud dengan persangkaan
hakim adalah apebila kesimpulan tersebut ditarik oleh hakim,

sedangkan apabila yang menarik kesimputan it undang-undang



maka persangkaan itu dinamakan persangkaan undang-undang. (SK
Menkeh Rl No. JS1/7/5, 977:36).

Pengakuan yarg diucapkan dihadapan Hakim mempunyal

kekuatan buki yang sempuma (pasal {74 HIR - 311 RBg, jadi
merypakan bukti vang menentukan. Apabila tegugat telah mengaku
dimuak hakim, maka kebemaran dari gugatan penggugat teah
terbukii dan karena wu harus dikabukan. Pengakuan dimuka hakim
¥dak dape dicsbut kembali, kecuali jka temyata ada kekeliruan
(dwalkng) ‘®rhadap - kenyataon . dai  peristiwa  {dnadzaken).
Kekeliman terhadypy hukum wdak dapar dpakai sebsgai alasan
untak siencabul kembalt pengakuen. (SK Menkeh RY Neo I3 U7/
3,1997:7)
Allat bukti sumpah
Sumpah ini sebetwinys bukan alg buki, varg dakm hal
penyurmpahan ni yang scbenamys menjad alat buldi
Alat—buks afah  keicrangan dan ‘salah salu phak yang
berperkara yang dikuatkan dengan sumpah.
Ada tiga macam sumpah, antara Jain :
[. Sumpah Penambah {suppletoir ced) yanu
Sumpah yarg dapa diperintahkan oleh hakim kepada
sabh satu phak apabia telah ada sedikit bukti werhadap gugatan
atau untul menguatkan kebenaran bantahan tergugat, akan tetap

bukti tersebut belum culup, dan tak ada kepwngkmnan untuk



menambah bukti yang belum lengkap tu dengan bukti yang lain
urfuk menyempurnakan pembukiian tersebut. Dalam hal seperti
ini, hakim karena jabatanya dapat membebankan sakh satu
phak unik mengucapkan sumypah, sehingga dengan demikian
perkara dapat diputuskan {pasai 156 HIR ).

. Sumpah Pemutus {decisoire ced)

Sumpah mi dimohonkan oleh salsh saw phak agar
dibebankan kepada phak lswannya Sunpah ni dapat
dibebankan walaupun, tidak ' ada bukii sama sekali Sumpah
pemuns i harus mengenal pewtbuatan yang dilakukan oleh
Phiak yang disuruh ber<umpah,

Sumpah pepaksiran {(aestimator’

Fasal 155 HIR (ps, 182 Rbg, 1940 BW), menganw tentang
sumpab  penaksgan, yajty yang diperintahkan oieh hakim
karema jabatannya: kepada penegugat unick menentukan jumlah
nang ganh beroman D) dabm praliek sering 12rpdi bahwa
jumlzh uarg gami kerugian yanp dizjuikan okh pihak yang
bersangkutan i simpang sir, maka soal gami rugi ini harus
dipastikan dengan pemnbuktian.

Halim ndakkh wajb  umuk  membebani sumpab
penaksiran i kepada penggugal.  Sumpab  penaksiran  ing
barubh dapa ddbebankan deh hakim kepada peaggurat apabila

penggugal telab dapat membuktikan haknya #as ganti kerugian



M serta juimlahnya masih belum past dan tidak ade cara lain
untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali
dengan taksiran. Kekualan pembuktian sumpah penaksiran ini
sama dengan sumpah supletoir : bersifat sempuma dan mash
memungkinkan pembuktian lawan

Hakim  memperhattkan  semua  peristiwa yang
dikemukskan oleh kadua belah pihak, untuk mendapatkan
kepastian bahwa peristing atay hubungan hukum iy sunggub-
sungiuh terjads, schingya & dupat menerapkan hukumnya secara
teper Setelah pembukuan dianggap. selesai tay cukup, maka

ma jeis hakim bermusyawarah unuk mengambil Keputusan.

4 Perihal Putusan Hakim
4.1. Macam-macam putusan hakim

Apebila hakin (clah mengelahui peristiva yang telah terjadi
dan telah menemukam hukumnya, & sepers akan men jalubkan
putusannya. Dalam putusan itw, hakim wa® mengadili semus
bagian gugatan penpgugat dan semua alasan yang telah dikemtkakan
olch para pihak. Hal ini berartt hakim harus membenkar putusannya
secara nmyata umuk seliap bagian tuntutan pengpugat. Tetapi hakim
dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal-hal vang tidak ditunut
{pasal [78 HIR - 189 RBg} (Abdulkadir Mukammad, [990:164).

Jenis- jenis atau macam-macam pulusan perdata adalabs ¢
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|. Putusan sela {putusan antara), yaitu ' pumsan yang dizdakan
sebelum  hakim  memutus  perkara  pokoknya,  unuk
memungkinkan atan  mempermudah  kelanjutan  pemeriksaan
perikara Yang termasuk pufusun seia antara izn -

a Putusan preparatoir @ putusan yang diambil untuk mengatur
pemerksan perkara. Puiusan ini  sama  sekall  tidak
mempengarch: putisan perkara pokoknya sendin.

b Pulsan interlecutoir : putusan sela yang dapal mempengaryhi
bumys putusan akhir, misalnya puiusan untuk mendengar saks)
ahll,

¢ Putusan provisional | puusan yang (karena adanya hubungan
dengan pokok perkara} sescate tindakan  sementarz  bag
kepentingan salah saw amu phak-pihak  yang berperkars,
misglnya putiisan aas gupatan seorang st @as suaminya
unitk memberi penghidupan  selama  pokok perkara, vaitu
gugatan perceraian belum diputus,

d Putusan incidentil @ putusan mengenat suate hak yang pada
hakekamya tdak mempunyal hubungan erat denpan pokok

perkara, misalnya putusan ientang vrijwaring
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4.2.

2 Puwsan akhir terbagi aas :

a. Putusan declator ; punsan dengan mana sema-mata ditetapkan
suatu keadaan hukum. Misalnya, oleh hakim ditetapkan bahwa
seorang anak adabh anak yang sah

b Putusan constitutiel : pumsan dengan mana sesuatu keadzan
hukom baru, misalnya pumsan pencergian, puusan permyataan
pailit.

¢ Pulusan condemnaioir : putisan yang tnénjatuhkan hukuman,
misalnya menghuk um terpupar untuk mengembalikan sesuatu
barang kepada penggugal.

Sclam stu macam-macam pumsan ada pula yang dischut
“putusan. eontradictolr” | yatw, pulusan yang diambil, daiam
nal 1ergupat pemah dalang menghadap kepersidanapan, sata
“pumsan verstek''yaitu pusan yang diambil dalam hal
tergugat Gdak pernzh datang d persidangan meskipun telah

dipanggd dengan patul.

Pelaksanaan  putasin  hakim  (eksekusi) dan  cara
pelaksanaannya.
Pada azastya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang pasé im dapat dijalankan Penpecualisnnya ada, yait
apabilla  suatnd pumsan dijawbkan dengan ketentuan dapat

dilaksanakan teriebih dahulu sesum dengan pasal 180 HIR. Pere



dikemukakan juga, bahwa tdak semua putusan  yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang pasti hanis dijalankan, karena

yang periu dilaksanakan hanyalah pusan-putusan yarg bersifat
condemnatoir,  adalah  yang  menpandung  penghukuman.

(Retnowulen Sutantio, 1989: 122).

Ada beberapa jenis pelaksanaan dalam hal pulusan, yaity -

l. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan,
uniuk membayar sépumlah wang Eksckusi ini dmtur dalam pasal
196 HIR fpasal 208 RBg).

2. Eksekus! puiusan vang menphukum orang uniuk melakukan suatu
perbualan. Hal ini diaw dalam pasd 225 HIR (pasai 259 RBg).
Orang tdak dapat dipaksakan unuk  memenuhi  presias
meizkukan suaty perbustan, namun pikak yarg dimenangkan
dapat mememinta kepada hakim agar kepentingan vang akan
diperolehnya dinilai dengan uang

3 Eksckusi nil. Bksekusi riil ioi fidak datw dalam HIR, tetapi
dalam pasal 1033 RV, yaiu pelaksanaan hakim yang
memerintahkan pengosongan benda tetap Eksekusi jends ini
walaupun diatur dalam RY, namun oleh karena dibutuhkan dalam
praktek peradilan, maka lazim dijalankan, HIR haiva menpenai
cksekusi il dalam penjualan lelang (pasal 200 ayat 1 HIR, pasa

218 ayar 2 RBg).
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Disamping tiga jus cksekusi diatas, masih dikenal
dengan adanya *’parate executie” atau eksekusi {angsung. Parate
execulic im terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-
bararg terientu milik debitur 1arpa mempunyai titel eksekutorial
(pasal 1155 BW). (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 207)

Cara melaksanakan putusan hakim diatur dalm pasd 195
— 208 HIR (pasal 185 - 208 HIR) (pasal 206 - 256 RBg).
Apahila pihak yang kalah itu tidak mam ztau lalai melaksanskan
pULUSAR haklm: phak  yang menong  dapat  mengajukan
permohonan kenada Kewa Pengadian Negerl yanp memutus
perkara tersgbut, batk secera  fesan maupun tert'ihis, supaya
pubusan - dilaksanakan,

Untuk it Ketia  Pengadilan  tersebut  menyuruh
memanggil phak yang kalgh itu untuk melaksanakan pumsannya
s¢lambai-lambawnyes dalam tempo delapan ha (pasal 196 HIR -
207 RBg). Jika dabm tempo delapan hari idak dilaksanakan atau
pitak yeng kaialy seteiah dipanggil dengan patut tidak juga datan
menghadap, maks Kewa Pengadifan Neperi kerena iabatannya
memenntahkan secara tertulis supaya dilaksanakan penyitaan stas
barang-barang bergerak milik pihak yang kaah,

Apabila barang-barang bergerak tidak tidak ada atau tidak

mencukupl, maka dilaksanakan penyitaan aas barang tetan (pasal

L ¥:



197 ayat | HIR - 208 RBg). Penyitaan m disetut dengan “'sita
pelaksanaan’ * (executorial beshg).

Menunn ketentuan pasal 33 ayat 3 UU No. XIV Tahun
1970, pelaksanaan pumsm pengadien dalam perkara pewlata
dilakukan oleh panitera dm joru sia, disamping oleh Ketua
Pengadilan Negen.

Selanjutnya dakm pasd 57 UU. Ne. XII Taln 1965
ditentukan, dalam perkara perdatz panitera  melaksanakin
keputusan pengadian berindak pula sehapal uru sita. Dalam
pasal 66 ayat 4 U No XII Tatup 1965 dicbutkan, atag
perintabtiya Ketwa Pengadilan Megen atan panitera, uru sia
melakukan jemyitaan. Penyitaan iersebis dilabukan oleh Panitera
Pengadilan Negeri dengan dibantu ofeh dua orang saksi Dalam
hal i apabla Panitera berhalingan ig dapal digastikan oleh
orang vang ditunuk umuk itg,

Terhadappdaksmmnpdusanhakimim,ﬁhwdapai

alasan-alasan tertentu dapa diajukan perlawanan,

3. Perihal Upaya-upaya Hukum

+1, Upaya Hukum asa

Suats puusan hakim W tidak lput dan kekeliruan atau
kekhilafan, bahkan 1ak mwstahil bersifar memihak Oleh Karena im

dem: kebenaran dan keadilan, putssan hakim perh dimungkinkan
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unmk periksa ulang, 2gar Lek diruan atas kekhilafan yang terjadi
sada pumusan dapat diperbaiki. Bagi sctiap putusin hakim pada
umumnya fersedia upaya hukum, yauu upays atay, alat untuk
mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu puiusan.
(Sudikno Menokusume, 1982 : 186)

Sifat dan berlkunya upaya hukum #u bebeda, tergantung

apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya bukum lar basa

(istemewa). Upsya ukum biasa pada azasnwa terbuka untuk setizp
putusan, selama tenggang wakw yang ditentukan oleh undang
undang. wewenang uruk menggmnakannya hapus dengan menerma
Pltusas

Upaya hukum biasa pada azasoya Wbuka wuniuk  setiap
putusan, sedams fenggang wakn: yans ditentokan oléh undang.
undang. Wewenang untuk menggunakanmya hapus dengan menerima
punisan.

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan
verstek, banding dan kasasi.
Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putsan yang
dijamhkan diluar hadwnya tergugat Pada azasnya perlawanan mi
disedi akan bagi phak tergupat yang pada unumowa dkalahkan
Bagi pengpugat yang dengan putusan versiek dikalahkan, tersedia

upaya upaya hokum.



Banding

Apabila salsh saw pikak dalam suawm perkarz perdata tidak
menerima suatu pumsan Pengadilan Neperi, karena merasa hak-
haknya terserang oleh adanya pulusah ity alay menganggap putusan
tu kurang benar aau kurang adil, maka @ dapat menga jukan
permohonan banding'’. b dapar méngajukan perkara vang telah
diputuskan e kepada pengadilkan vang lebih tinggi  unwmk
dimintakan pemerksaan ulang,  Azes peradilan dua tmgkat
berdasarkan pada - kevakinan bahwa pitusan pengadilan  dalam
ungkal pertama ity belum tentw tepat atay benar, dan oleh karena iny
perlu dizdakan pemeriksaan uiang olch pengadilan yang lebih tingg.

Dalam perkara perdatz ha! banding diatur datam U, No. XX
Tahun 1974 untuk Jowa dan Madura, sedangkan unwk daerah lan
lelah RBg pasd 199 sampai 205, Yang dapat mengajukan
peanichofian banding adalah yang bersangkutan (pasal 6 UU No XX
Tahun 1947, dan pasd 19 UU No XIV Tahun 1970). Jad baik
PeREguEAal maupun tergugal dapat memint2 agar perkara mercka
vang tekah diputus iu diulang pemeriksaannya oleh Pengadilan
Twngg,

Setelah diadakan pemeriksaan dalam Pengadilan Tinggi dan
diputus, maka masth ada kemungkinan bagi para pihak tersebut yang
tidak pims, dapat mengajukan pemerksaan kembal vang terakhir,

Yaitu permohenan kasasi pada Makamah Agung,
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Kasasi

Kasasi (yang berarti pembatalan putusan) yaity sabh sam
tndakan Makamah Agung sebagal pengawasan tertingg alas-atas
puwsan-pulusan pengadilan-pengadiian lain, wtapi tdak merupakan
pemeriksaan tingkar ketiga. Hal ity dikarenakan daiam tingkat kasag
tdak diakukan pemeriksaan kembali perkara melainkan tingkat
kasasi ucak ditakukan pemeriksaan kempal perkara  melainkan
hanya menyenai masalah hukumaya azau penerapan hukumnya.

Yang dapat mengajukan permohonan kases adalsh pihak-
pinak yang  berperkara, wan  pihak Ketiga yang merasa  telah
dirugiban.

Menury pasd 0 ayar 3 dan pasal 20 ULF No, XIV Tahun
970 "Terhadap putusan-purysan yitng diberikan tingkat terakhir
oleh pengadilan-pengadifan lain dan pada Makamah Agung, dapat
dmintakan kasasi kcpada  Makamab Agung dan aas putusan
pengadilan daiam tingkat banding dapar dimintakan kasas kepada
Makamah Agung oich pihak-pihak yang berkepentingan vang diatur
oich undang-undang,*'

Lrengan dumdangkannya U No. XIV ahun 10&S Tentang
Makamah Agung, maka UU No XIII Tabun 1965 lentang peradiizn
umum dan Makamah Agung dinyatzkan tidak beriaku iag I, sehingga
meng enal perthal perihal kasasi sepenuiinya distur dalam UU No.

XUV lahun 1985,



Menurut ketentuan pasal 28 ayat i butir 3, Makamah Agung
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohionan
kasasi.

Ketentuan pasdl ini berhobungan dengan denpan ketentuan
pasd 0 WU XiV Tahun 1985 yang menyatakan pufusan atau
penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena;

a Tidak berwenang atau melampaui batas,

b Salah menerapkan atau meiangear hykum yang berlaku,

¢ Lalal memenuhi Syarat-syarat yang & wajibkan olek peraturan
perundang-undangan yang mebgancam Kelalaian itu dengan
batalnya putasan tersebut

Keputusan Makamah  Agbng dalam pemeriksan kasasi

adalah sangal peating, oleh karena ada banyak kemungkinan
mempengarubi tidak hanya cara melakukan peradilan di sekyruh
Indonesia, melainkan puga berjalannya perundang undangan di
Indenesia, sebab munekin sekali svaw putusen Makamah Agung
mengémal suaty peraturan hukm terfenty merupakan pendorong
bagi pembuat undang-undang untuk memperbaiki -peraturan

hukum itu. (Wisjono Prodjodikero, 1982 :149)

3.2, Upaya hukum luar biasa
Selam upaya hukum yang disediakan oleh Hukum Acara

Perdata, juga ada upaya hukum luar biasa (istemewa). Dalam upaya
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hukum brasa, pada umumnya menagguhkan pelaksanaan eksekusi,
sedang pada upaya hukum luiar biasa mi tidak menanpguhkan
ejksekusi

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, suatu
putsan tidak basa diubah lagi. Suate pubssan memperoleh kekuatan
hukum yang pasti yaiu apabila tdak tersedia lagi upaya jhukum
besa. Untuk putusan yang telah mempuinyai kekuatan hukum yang
pasti i, tersedia upaya hukum hiar biasa atau istimewsa,

Upaya hukum istimewa wi hamya dibolehkan dalam hal-hal
terienty seperis yary disebut dalam wadang ~undang saja  Termasuk
upaya huk um isumewa salah ; perunjauan kembali dan perlawanan
pthak ketiga, (Sudikne Meriokusumo ) [9%2; 187).

Peninjauan Kenibubi

Putusan yang dijswhkan dalam tingkat terakhir dan putusan
yang, dijatubkan diluac hadie tergupat - dan yang tidak lagi terbuka
kemungkinan unwk mengajukan perawanan dapat d tinjau kembali
atas permohonan orang yang pemah mengadi salabh saw phak &
dafam berperkara vang telah diputus da dimintakan penin jauan
kembals

Peninjauan Kembali diawr dalam pasd 21 UU No XIV
Tahun [970 dan pasal 34 UL No. XIV Tahun 1985

Permohonar pennjauan kembali dapat dizjukan balk secara

ksan maupun termdis (pasa} 71) oleh para phak sendiri (pasal 68
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ayat 1) kepada Makamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri
yang memutus perkara dalm tingkat pertama (pasal 70).

Permohonan peninjauan kemabli tidak menangpuhkan atan
menghentikan pelaksanaan putsan pengadilan dan dapat dicabut
selama belum dipurus serta hanya satu kali saja (pasal 66),

Makamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali
pach tingkat pertama dan lerakhir (pasal 70) Selanjumya dalam
wakiu 14 hani sstelah Kewa Pengadilan Neperi yang mernutus
perkara dalam tingkat pestama menerima permohonan  penin jaun
kembali maka panitera mengiriinkan salinan permotionzn kepada

pihak b wan.

Adapun alasan-alasan peninjzuan kembali adalah {pasal 67):

). Apabila pulusan didasarkan suate kebohongan atau tipu muslihat
phak lawan yang diketahui setelah perkaramya diputus atay
didasartkan pada bukti-bukj,

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-sura bukei yang
bersifat menentukan yang pada wakiu perkare diperiksa tidak
dapat ditemukan.

3 Apabila telah diksbulkan suatu hal yang fidak dituntut atau lebih

dari pada yang dituntur,
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4 Apabila mengenai sesuau bagan dan tuntutan belum diputus
tanpa dipertiimbangkan sebab-sebabnya.

5 Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suat sod yang
sama, das dasar yarg sama oleh pengadilan yang sama atan sama
tngkatannya telah dibenkan pumsan yang bertentangan dengan
satu sama lain.

Menurut ketennian pasd 21 UU No XIVY Talm 1970
tersebu, apabila terdapat halhial umuk keadaan vang ditentukan
dengan undang-uadang, ichadap putusan yang tclah memperolch
kekuaian hukuro ietap dapar dimintakan peninjouan kembaki
kepada Makamah Agune oleh pifak yang berkepemingan,

Selanjunya dalam pasel 34 U0 No. XIV Tahun 1985
diteniukan bahwa Makamah Agung memerikss dan memutuys
pemertksaan tersebut (pasal 378 Rv).

Perlawanan iev diajukan kepada hakim yang menjatufkan
pMn}wgdjiawanimdenganmnggugmpampimk}'ang
bersangkutan dengan cara bigsa (pasa 379Rv),

Pihak  ketiga yang hendak  menpajukan perlawanar
terhadap suaty  putusan  tidak cokup  hanya mempunyal
kepentingan saj, tetapi harus nyata-nyata idah dirugikan hak-
haknya,



Apabila perlawanan fu dikabulkan, maka putusam yang

dilawan it diperbaiki sepanjang merugikan phak ketiga (pasal

382Rv),
Sabih satu upaya hukum kar biasa adabh perdlawanan dari

phak ketiga, yaitu orang yang semula bukan phak dabm perkara

yarg bersangkutan, oleh karena merasa berkepentingan, i merasa




BABR 1

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

L. Perlawanan Pihak Ketiga Terbadap Penyitasn dan Perlawanan yang
T¥g jukan oleh Tersita

Seperti telah dijelaskan pada beb sebelumnya, unuk kepentingan
penpgugat agar lerjamin haknya bil2 gugatannya dikabulkan nanti, Undang-
undang menyediakan upaya uniuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan
penyitean yang serng  dsebup dengon, sita jaminan. Sedangkan uwmuk
melaksanakan keputusan hakim, kadang juga dilakukan penyitaan terhadap
barang-barang milik tergugal alao pihak yeng kalah, penplaan mi biasa
disebut dengan ekselkvlorial

Terhadep penyitaan site chsckutorial dapat digjukan perlawanan oleh
tersita (tergugat) sendiri atau phak ketipa dengan alasan hak milk.

Pihak yang kalab {terpugat atau 1esita) dupat menga jukan perlawanan
terhadap sita eksekutorial dengan alasan tertenlu, misalnya; pumsan hakim
it sudsh dipenubi, syarat penyitaan wdak sesuai atau bertentangan dengan
ketentuan pasa 197 ayal 8 IR - 2l RDp, yailu ferhadap hewan dan
barang bergerak untuk menjalankan perusahaan Juga apabila penyitaan
sudah sdesai diakukan, tetapi kemudian pihak yang kalah manpu
menyelesmkan pelakasanoon putusan iu dengan membayar hutangmwa,
maka @ dapat melawan pemyitaan ity karena pwusan hakim sudash

dilak sanakan, sehingga penyitaan i perlu dicabut kembali. Demikian pula
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penyitaan yang dilakukan tidak sesuai dengan svarat yang telah ditentukan
oleh undang-undang, misainys lampa ada pemberitabuan kepada yarg
bersangkutan, ala tidak menurut tenggang wakiu yang telab ditentukan.

(Abdulkadiz Muhammad, 1990223}

L Cara Mengajukan Peclawanan Terhadap Sita Ekvekutorat

Perlawanan terhadap penyitaan dapat o' a)ukan secars Jisan maupun
tetulis kepada Ketwa Pengadilan Negeri vang telah melakukan penyitaan
{yany dalam wilayah hukumnya tersad 1 penyitaan i),

Hal i diatur dalam pusal 196 ayat 6 207, 208 HIR - 206 ayat 6,
225, 226, 227,218 RBg).

Dalam pursan Makamal Apgung tangeal 31 “Agustus 1877 No. 697/
K/ Sip /1574, menegaskan temang formalitzs pengaman perlawanan
terhadap cksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan
(sebeium eksekusi dilaksnakany (M- Yahya Hasibuan, 1993 : 290).

Apabila perlawanan dilakuken seielahi sclesai pelaksanaan lelang atau
penjaualan barang-barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat
dibenarkan dan pengadilan akan menolak periawanan fu. (Abdulkadir
Muhammad, 1990:22%),

Pada umumnya yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya
adalah
3. Agar dioyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasap,

b. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar,
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¢ Agar sita jaminan atau sita eksekutorial tersebut o printahakan urtuk d
angkat.

d Agar pars pelawan dihukum  untuk membayar baya perkara.

(Retowuian 5, 1989: 169)

3. Perlawanan Tidak menangguhkan Eksekusi dan Pengecualiannya

Perlawanan pada azasnya tidak menagguhkan eksekusi, namun hal
i ada  pengecualiannya, yaitw jika Ketua Pengadilan  Negeni
memerintahkan untuk menangpuhkan elsekusi.

Dalam hal ni musalnya barang yang di <ita eksekutorial ity barada di
wilgyah hukum pengadiian lain, meka Kelua Pengadilan MNegeri yang
memeriksa perkara i meminta bantuan kipada Kewa Pengadilan Negeni
d mana barang tersebut berada untuk melaksanakan cksekusi, dengan
ketenuan  Ketua Pengadilan MNegeri yang melaksanakan eksekusi
tersebutharus memberikan laporen 2 (dua) ha selaki mengenai segala
keadaan i lermasuk jika degadi perlawanan dari pihak ketiga, kepada
rekannys Ketua Pengadilan Neper yang memerintahkan eksekusi.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau yang
diajukan oleh pelawan tersita merupakan upays hukum huar bigsa. Oieh
karena ftu pada azasnya perlawanan txlak menanggubkan eksekysi.

Keta Pengadian Negeri yang memerintahkan eksekusi bebas untuk
tetap melaksanakan putusannya yang harus dilaksanakan, atau untok

menangguhkan pelaksanaan 1ersebut, Dalam pasd 293 ayat 3 HIR
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discbutkan sebaga berikut : “Bantahan itu vada dapat menahan orang
mulal atau meneruskan ha menjalankan keputusan i, kecuali ketua telah
memberi perintah supaya hal it & tangguhkan sampai jamh putusan
pengadilan negen™.

Orang dalam pasal tersebut, yang dimaksud adalah Ketua Pengadilan
Negeri yang memeriniahkan eksskusi, dan Ketya dalam pasal i juga
dimaksudkan untwk Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan
eksekusi,

Hal i terlihat dari_zdanya kewa)iban Ketua Pengadilan Nr.;gen' yang
melaksanakan eksekusi (KPN yang wilayah hukumnya meliputi barang
yang disita) uniwk memberkan laporan tentang perkembangan situasi
perlawanan - kepada - Ketwa Pengadilan Negeri yang  memerintahkan
eksekusi dalam waktu dua har sekali,

Sehingga jika pelawan mengajukan permohonan agar ekselusi
ditangguhkan, make harus diajukan kepads Kewa Pengadilan Negen yang
memenmahkat  eksekusi.  Ha i karena jika wewenang untuk
menangghkan ada pada Ketua Pengadiian negen’ yang melaksanakan
cksekusi, maka ® tidak uszsh memberikan laporan kepada Ketus
Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi mengenar segala sesuaty
yang berkaitan dengan pelaksanaan eksckusi ermasuk jika terjadi
perlawanan.

Sekiranya lporan it berhubungan dengan adanva azas balwa

perlawanan pihak ketiga tidak menangguhkan eksekusi. Hanya dalam hal
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tertentu sap, dimana akan dibbat oleh Ketus Pengadiian Negeri yang
memerintahkan cksekusi, dari lporan yang dibenkan secars contina
kepada Ketua Pengadiian Negeri yang memerintahkan eksekusi, Kewa
Pengadilan Negeri yang melaksanakan cksekusi dapat memberikan usud
berdasarkan keadaan atau hal-hal yang diketahui olehnya di tempat barang

yang disita itu berada, agar eksekusi ditangguhkan.

|. Pertawanan Yang Bepar, Sita Diungloe

Dalam hal pelawan dapat membuktikan babwa barang yang
disita ity adalah milknya, maka halhal yang dimohonkan dakam
perlawanannys akan dikabulkan petmohonan  iw  misalnya
perlawanannya akan dinyatakan tepat dan beralasan, pelawan sendiri
dmyatakan sebaga) pelawan yang benar dan bentikad baik, penyitaan
terhadap barangnya diperintahkan uniuk diangkat, serta goar terdawan
atay para tetlawan secaa tanggung remetp dibukum uouk membayar
biaya perkara,

Mamun sebaliknya, jika pelawan i tidak dapat membuktikan
bahwa barang yang disita v adalah miliknya, maka perawanan
dnyatakan tdak beralasan, peitwan juga dinyatakan pelawan yang
ikiak benar, dan dan sia terhadap barang tersebut dipertshankan,
blaya perkara dibebankan kepada pelawan. (Retruwulzn & 1990 @ 170).

Dalam  hal  pelawan schari  sebelum &  mengajokan

perlawanannya itu, membel barang sengketa (barang yang akan
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disita}, besar kemungkinan bahwa pelawan 1w beritikad tidak balk,
dengan kala kata lain B mungkm sesudah mengetahw babwa barang
tersebut ada dalam pensitzan pengadilan. Seandainya pelawan
menyatakan babwa a sungpuah-sungeuh tidak mengelabu’ adanya
pensitaan iu, dan karenanya & beritkat baik, jual beli tersebut tetap
tak sah dan akan dibatzlikan.

Dalam pasal 199 HIR iclah disebutkan bahwa; *"pihak yang
disita barangnva erhitung miai dan  benta acam  peoyitaan
dimakiumkan kepada umun, tidak dipetkenankan lagi memindahkan
kepada orang lain, memberatian atan mempersewakan barang letap
yang disita-itu”, Sehingga kerugsan yang diderita oleh pelawan dapat
dirminta_kembali dari tergugal semula, dafi sispa ia membeli barang

tersebut.

. Pemegang  Gadai, Mipowek, Credietverband, tidak berhak
mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga

Apzkah seorang pemegang gadal tanah pertanian atau sawah
dapar dipersamakan kedudukannya dengan seoarang pemilik ?
Menurut pasal 7 UJ No. % Th 1960, jangka waktu gadai tamh
pertanian ataz sawah adaiah paling lama 7 Tabun, setelah ku haurs
dikembahkan kepada pemiliknya tanpa tebusan,

Terlaiu dipaksaikan gspabila pemegang gadar dalam  situasi

sekarang ini kedudukannya dipersamakan dengan pemilk dapat




tefjach bahwa dalam suaw kasus d' Pengadilan Negert oleh karena
perlawanan diajukan sewakt B masth berstatus pemeganz padal
akan tetap kemudian pada taraf banding ® tdak lagi berstatas
demiian, maka putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dalam
taral’ banding dan perlawanan dinyatakan tidak diterima. 1

Berdasarian alasan-alasan tersebut pemegang padai tidak dapat
dpersamakan kedudukannyz - dengan seorang pemilik, dan karena
tidak dapat mengajukan perlawanan sebapai phak ketiga, demikian
Juga seorang pemegang hipolek dan credictverband.

Dalam prakiek sering pula 1emadi batwa berdasarkan perjan jian
hipotek  atsu  perjanjian credietverband, - seorang  mengajukan
periawanan sebagai pliak ketiga.

Persoalan semacam i sudah barang tentu tidak diterima oleh
pengadilan, karena pemepang hipotek atau credietverband bukanlah
pemibk, dan  kedudukannya udak dipersamakan dengan barang
pemalik sengketa,

Hipotek dan credietverband melalui CTOsSemya yang memakai
kepala “demi keadilan vang berdasarksn Ketuhanan Yang Maha
Esa”, secara langsung tanpa raelalui suaty proses, dapat dimintakan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Lam hainya dengan pemegang fiducia, pemegang fiducia yang
fiduciamnya (barary yang diserahkan secara milik kepadanya), disita

dapat mnengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga #as dasar hak
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milik, Hal ini karena pemegang fiducia menurut hukum kedudukannya
sama dengan pemilik barang tersebut

Selain hal-hal tersebw diatas, dalam prakiek sering pula tenadi
seorang ki dengan dalii barang yang disita adalah barang asalnya, &
reengajukan perlawanan sebagal pibak ketiga terhadap penyitaan
bararg tersebut

Apabila sesungguhnya barang iu vang sadah tercatat dan ada
sertifikat #as nama i5ten, merupakan bararg gono-gini, hal ini akan
merugikan - penpgugal semula, dan eksekusi mungkin  akan
ditangguhkan oleh hakim karena zdanva pedawanan ins.

Sedangkan suami isten 1u karena adanya persekongkolan maka
akan tertsndar dan perlelangan.

Hal in semua karena udak adanya Yetentuan dari Undang-
undang Perkawinan yang mensyaratkan adanfa pencatatan oleh
notars atau camat tentang hana asal dari masing-masing mempelal
dalam perkawinan, vang lebik berbahaya lebih hibah antara suami dan

isteri juga tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan.

4 Kemungkinap Bundiog dan Kasasi Terdapat Putusan Peapadilsa

Negeri Mengenal Perlawanan Eksckusi
Terhadap pumsan perlawanan yang dijamhakan okh Pengadilan
Negeri ada kemungkianan untuk diajukan banding dan kasasi Para terlawan

mengapkan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggd dan kemudian



setelah adanya keputusan dai Pengadilan Tinggi, menpgajukan kasasi
kepada Makamah Agung

Pada kenyataanya proses pengajuan banding dan kasas inf tdak dapat
selesal dalam wakty yang sinpkat,

Denpgan kenyataan tersebut, maka putusan Pengadilan Neperi atau
Pengadlan Tinggr yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belun
dapat diperintahkan atau dilaksamakan, sehingga barang tersebut tetap disita
sampal pulsan termaksud brekekuatan hukum tetap Untuk mengatas: hal
i, sebaliknya dalam petitum dapat dilaksanakan teclebih dahula,

Apabila periawanan didasarkan. 228 hak miik, lagi puk pelawan
dapat membukiikan perihal permilikkannya i dengan suatu bukt yang kuat
(misalnya akaa olentik), sebagaimana memenubi kelenfuan yeig termual

dalam pasal 180 HIR, putusan perlawanan dapat dibertkan dengan ketentuan

dapat dilaksanakan terlebih dahuiu.



Contoh surat perfawanan pihak ketiga terhadap sita cksekutorial
adatah sebagai berkut :

PUTUSAN
Nomor : 216/Pdt. G/1998/PN Smg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang memnksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat paiama telgh menjatuhkan putusannya schagai berikut
dalam perkara antara fain |
Fendro Susanto, SE, bertempat tinggal d X Pernuds No. 44
A RT @ RW 0, Keluruhan
Rangunhanjo, Kodye Semarang, Y8
selanjutmya  disebut  scbagas
PE LAWAN:
hicta vean
PT Bank Mayapada International, berkedudukan d Jakaria,
Anthaloka  Buikding, X Jendral.
Sudirman Kav. 2 Jakaria Sclatan, yang
selanjutnys  di  sebut sebagai
TERLAWAN,

Pengadilan Negeri Semarang,
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Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Neger! Semarang
anggal  26-9-1998  dan  tanggdl 18 Nopembes 1998 Nomoy
2N6/PaUGA998/PN. Smy. Tentang penunjukan Majelis Hakum;

Telah membaca sural-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARAN YA,

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan, tertanggal
19 seplember 1998, terhadap Terlawan yany isinya sebagai berikut .
| Bahwa Terkwan iclah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan

Neger: Semurang sebega imana  terscbut dalan suratnya tanggal |1
Agustus 1998 Nomor 93/77dt Eks/1998/PN.
1 Bahwa surat permehenan eksekusi tersebui didesarkan kepada:

4. Ak Perjanjian Kredit Nomor 264 tangpal % Maret 1997,

b Akla Pemberian Hak Tanggungan Nomer 59/SB/AI/97 tanggal 26
Maret 1997, yang dibuat dihadapan DR Lilana Tejosaputra,
SHMH, selsku pejabat Pembuai Akia Tanah d Semarang,

¢ Akia Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/AMBANG7 tanggal 2%
Maret 1997, vang d buwt dihadopan DR. Liliana Tejosaputra,
SH.MH, selaku Pejbat Pembual Akta Tanah & Semaran a:

d¢ Hutang-hutang Pelewan kepada Terlawan berdasarkan  swrat
permohonan eksekusi Terlawan sampai dengan targpal 31 Juli
1998 sudah mencapai Rp. 45105.830,. (Empat rats limapuluh

sat fuia limabelas rbu delapan raws tigapuluh ribu rupiah)




3. Bahwa mengingat dasat surat permohonan cksekusi adalah Akta
Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat okh
DR, Liliana Tejosapuira, SHMH, selaku Notaris i Semarang, maka
dasar perhitungan hutang Pelewan vang benar adalah Akta Perganjan
Kerdit d alas;

4. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan
berdasarkan Akta Perjanpan Kredit di aias adakh : kredit dalam benmk
Pinjaman Rekening Koran (PRK) sejumlah Rp. 275000000, (Dua
raus tuph pubahy lima juta rupizh) yang dipergunakan sebagai modal
kena;

5. Bahwa jumlah hutang Pelawan kepada Tedawan dlam bentuk Pinjaman
Rekening Koman sarpai dengan 1angpal 31 Juli 1998 sehesar Rp
431015830, (Empat ratus ima pulth saw juta tma belas ribu delapan
raws nga puluh rupiah)
fumiah wmana dkan \tens bentambah sesual devgan bumgs berjalan
selama Pelawan belum melunasi  seluruh huangnya yang wajb
dibayarkan Pelawan kepada Terlawan, merupakan jumlah hutang vang
tdak past dan jumiah hutang yang keliu, karena pasal 1 dah pasai 2,
Alta Pemanjan Kredit Nomor 264 tanggal % Maret 1997 yang
dipergunakan sebagal dasa permmohonan cksekusi dan sesuai dengan
perhitungan Terawan pada berakhirnya Perjanjian Kredis yaitu April
1998 besar hutang Pelawan vang benar adaiah -

- Jumlah pokek pinjaman PRK  : Rp. 275000.000,-
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- Bungs pinjaman PRK Apnl 1998 : Bp. 37.872.474..
junlah  Rp. 312872474,

6. ketidak pastian hutang Terlawan kepada Pelawan dapat dilibat dari
ketidak sarman amara besartya butang menurut Terfawan dalam
permohonan eksekusi sebesar Rp, 451015.830.- dengan besamya
menurut sag berakhimya peganjan per Aprni 1998 sehesar Hp.
312872474 - juga besamya hutang berbeda dengan besarmya hutang
menurut  Grose Akta Peapakusn Hutang sebesar Rp  330000.000.-,
(dengan perincian Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 sebesar
Rp. 120.000.000,-)

Jadi dany perbedaan diatas terbukii udak adanya kepastian jumlah hutang
Pelawan yarg harus dibayar kepada Terlawan;

7. bahwa walaupun dalam pasal 2 Pemanjian Kredii Nemor 264, tanggal 26
Maret 1997 menyatakan balwa Bank sewakiu-wakiy dapar merubah
besamya bunga dan  denda secara  scpihak, akam letap  penetapan
besarmya hutang berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dat
dalam pasall338 BW, jangan sampai bertentangan dengan apa yang
dirumuskan dalam pasal 1338 ayat 3 i sendiri, yarg mencgaskan
“setiap perjanjian mesti dilaksanakan dengan itikat baik {tegoedetrouw).
Sehingga pertlu dipertanyakan apakah terdapat itikad baik dari Terdawan
karena tidak adanya jumlah hutang yang pasti, yairy terdapat pabedaan
jumlah hutang yang menyolk antara huang yang dimintakan dalm

permehonan eksekusi (yaitu schesar Rp451.015830,-) dengan jumlak



yang discbut dalam Grose AKTA pengakuan Hutang (yaitu sebesar Rp,
330000000

8 Bahwa penjaminan kredit Pelawan berdasarkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan: Nomor 4/AMB/IAY7 tanggal % Mara 1997 di bua
dihadapan DRLiliana Tejosaputara, SH>MH, selaku Pepbat Pembuat
Akia Tanah d Seamarang, dan Akiz Hak Tanggngan Nomor 1356/1957
tertanggal 14 Apnl 1997, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,
adahb tdak dapat di eksekusitidak dapat d jual lelang, kamna diatas
tanah yang menjach Jaminan  kredit tersebut, terdapat nymah milik pihak
ketiga berdasarkan aas hak milik yang berdasarkan aas hukurm, sehingga
pernbenian Hak Tanggngan terhadap tanah yang menjadi penjamin kreda
it hanya sah dao  berdasarka aas hukum kalsw mewndapat ijin dari
pemegang Hak Milik ates rumah yang berdi diatas tansh tersebu.
Kemudian karena didalam Akw Pemberian Tanpengan tersebut tidak
Jelas letak obycknya, yamu-tidak jelas batas-batas tanah tersebut maks
obyek tanah yang mengdi penjamin kredit Pelawan odak dapa: d
eksekus,

9. Bahwa penjaninan kredit Pelawan berdasarkan Akts Pemberian Hak
Tanggungan Nomor 39 / SB / @IV 97 tanggal % Marer 1997, dibuat
dibadapan DR, Liliana Tejosapuro, SHMH selaku Pejabat Pembum
Akta Tansh d Semarang, dan Akta Hak Tanggungan terscbut felah
diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1084/1997 tertanggal 17

Aprd 1997, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang adah tdak
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dapat di eksekusi atau tdak depat d jual leleng, karena diatas tanah
vang menjadi yang menjadi jaminan tersebut, terdapat rumsh milik
pihak ketiga berdastkan alas Hak Milik yang berdasarkan alas hukum
yang sah, schingga pemberian Hak Tanggngan terhadap tanah yang
menjadi penjamin kredit i hanya sah dan berdasarkan s hukum
kalau mendapat ijn dari pemepang Hak Milik aas hukum kalaw
mendapat ijin dari pemegang Hak Milik atas rumah yang berdin diatas
lanah jersebut;

bahwa berdasarkan bulti-bukti otentik yang ada maka putusan
dalamperkara in' dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) meskipun dimungkinkan ver el banding, kasas maupun
upayz hukum lainnga;

Berdasarkan alasan-alasan dm  fakta-fakes diatas, makaz Pelawan

mohon dengan: hormat kepada Ketua Pengadifan Negeni Semarang berkenan

memuts dan menetapkan sebaga hulium:

2

L

Mengabulkan perlawanan dan’ Pelawan unmk keselunihan:

Menvatakan  Penetapan Pengadilan  Negeri Semarang tanggal 3
September 1998 Nomor 93/Pdt Eks. /1993 PN. Smg TWak sah dan
berharga;

Menyatakan lelang eksekuromal Nomor 93/Pdt. Eks /1998, PN Smg.

Tanggal 5 Seplember 1998 yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 September 1998 Nomor 93/Pdt.



Bks. /1998 PN. Sme amas tangh dan bangunan tersebut & bawah ini
tidak sah dan berharga;

- Sebidang tamah Hak Guna Bangunen Nomor 377/Plembokan
seluas kurang lebih 300 M2, vang teretak di Kelurahan
Plombokan, Kecamatan Semarang Barat, sekarang termasuk
wilayah Semarang Uxarp, Kotamadya Semarang, tercatat aas
nama Hendro Susanto d/h Jap Han Kie, berikut bangunan ramah
tempat tinggal vang berdin di atas tanah tersebut setempat di
kenal sebagal Il Brotojoyo Kav, 4 D' No. 21 Semarang, Dan

- Sebidang tansh Fak Guna Bangunan Nomor 93/Kenteng seluas
kurang Jebih 275 M2, yang terlctak di wilayah Desa Kenteng,
Kecamatan Ambaraws, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa
Tengah, tercatat atas nama Hendro Susanto, berkut bangunan
yang berdir dhatas tanah tersebut;

4. Membaialkan lelang cksekmoral Nomor 93/Pdl. Eks, /I998/PN. Smg.

tanggal 5 Septemberl908 Aas tanab dan bangunan tersebut di bawvah ni

- sehidapg fanah Hak Cuna Bangunan Nomwr 377/Plombokan
seluas  kurang lebih 300 M2, yang terletak & Kelyrahan
Plombokan, Kecamatan Semarang Barat, sekarang tennasok
wilayah Semarang Utara, Kotamadya Semarang, tercatat aas

nama .Hendro Susante dh Jap Has Kie, berikut banpunan
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rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tansh tersebut sctempat
di kenal sebagai 1. Brotojoyo Kav. 4 No. 21 Semarang;
Menghukum Terlawan untuk membayar binya perkara;
Menyatakan putusan dalam perksra ini dapat di jalankan lebih dahuly
(mtvoerbaat by voorraad) meskipun dimungkinkan verzet, banding,
maupun kasss;

Pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pelawan telah hadir

diwakili oleh kuasanya Soecahyono, SH dan Zan Zaimun Ajb, SH.

scdangkan pihak Terlawan tidak pernah  hadir, walaupun menurut berita

acaa (reiasy panggilan tangoal 17-12-1998 yang dilakukair eich juru sita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakaria Selatan, panygilan telah

dilaksanakan secara patul;

Lo

Selanjutnyas Pelawan telah menp ajukan Surat-surat bukt benmpa :

. Fowo copy Surar Pernyataan Penggunaan Tamah Untuk Banpunan tanggal

4 Febeuari 1989 (tanda®l);

Foto copy Surat Perfanjisn tangeal %) Desember (989 danda P, 2);

Foto copy Surat Pernyataan tangal 20 Desemnber 1989 (tandaP. 3);

Foto copy Surat Bank Mayapada Cabang Semarang kepada Y Hendro
Susanto tanggal 26 Mei 1998 Nomor 070/ SMG/BML/98 (tanda P. 4);

Folo copy Swatl dan Y. Hendro Susanio kepada Bank Mayapada tangpal
2 April 1998 (tandaP. 5);
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& Fow copy Swrat Bank Mayapada Cabang Semarang kepada Y. Hendro

Susante tanggal 11 Maret 1998 Nomor G28/SMG/BMLIILOR {tanda P.6)

7 Foo copy Surat Pengadilan Negeri Semarang kepada Kepala Kantor

Perignahan Kotamadya Semarang langgal 5 September 1998 Nomor WA,
DC. HT. 04 10. 2060. 1998 (1andaP.7):

& Folo copy Surat Penctapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal
3-9-1998 Nomor 93/Pde. Eks/A998/PN.Smg. (1andaP. 8);

9 Foto copy Susat Pengadilan Negeri Scraarang kepada 1. Hendro Susanto
d&h Jap Han Kie, 2 Penghuni rumah JI. Brotojoyo Kav, 4 I Semarang

tanggal 22 10-1998 Nomor WS, DC. HT, 04 10, 2535, joo8 {tanda P. 9

Surai-surat bukti tersebut telah diberi magerai cukup ¢ telah
dicocokan dengan askinya, oleh karena i dapat diterima sehagai surat bulds
yang sah;

Selanjuinya Majelis Hakim memutoskan dengan armar putusan sebagai
berikut :

I. Menyatakan bahwa Terlawan yang tekh dipanggil dengan pane tidak
hadir,
Z  Menyatakan bahwa Pelawan adaiah Pelawan yang tidak bemr.

3 Menolak perlawanan relawan,

4. Menghukum relawan untuk meénbayar hiaya perkara sebesar Rp 670600



Penulis berpendagat bahwa pumsan hakim tersebut sudah benar
karena berdasarkan pasal 125 (I} HIR, apabila Terlawan {Tergugat) tidak
hadir dalam sidang tanpa memberi alasan atau tanpa menyurvh orarg lam
unink mewakilinga, maka pefawanan {(gugatan) dapat dikabulkan kecuali
apbila gugatan (perlawanan) fidak beralasan atau bertentangan dengan
Undang-undang. Dan pulusan hakim yang menolak Perlawanan Relawan
juga sudah benar karena Pelawal sudabh 4 iegur oleh ketua Pengadilan
Neperi Semarang dan pelawar adak menyatakan keberatan leatang is grose
akta sertifikat HGB tersebir ataupun kebratan terhadap besarmyz hutang
Pelawan kepada Terlawan saia davi bukebukei yane i ajukan okh
Pelawan tidak iidak terbukti adanya rumab milik phak ketips diatas tanah

yang dibebani hak tanpgungan



BAB IV

PENUTUY

. Kesimpulan

Scielah memperhaukan halhal yang & uralkan dalam bab-bab

werdahuly, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagar berikut :

-+
T
&
i =
[ ]
=
g

L]

and ketipa 1ersebut pada

azasnya tdak menage uhkan pelaksanazn elisekusi, kecusali jika Ketua
Pengadilan Nepen memerintzhkan cksekusi tersebut memerintahkan
agar menangevhkan pelaksannan eksehusi,

4 Perlawanan dari pihak ketiga terhadap pensitazn yang telah d‘iputuskan
oich Pengadilan Negerl dapat dajukan banding dan kesasi gleh pihak-

pthak vang bersengkerd {para terlawan).

L



2. Saran-saran

Setelah penulis membahas materi skripsi mi, \ernyala ada beberapa
persoalan yarg perlu diperhatikan oleh pemenntah sclaku pembuat Undang-
undang, dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap sita cksekutorial, bak
yang digukan oleh tersia sendei (fergugat semula), maupun orang ketiga,
untuk itu penulis mencoba memberikan: beberapa saran sebagai berikut -

a.  dalam mewujudkan persaian dan kesawan bangsa, sena  untuk
mempercepat  tercepainye | tujuan  pembangunan nasional,  yaitu
rerwujudnya masyarakal adil, makmur dan mersta. Maka hendakaya
pemerintah selaku pembuat Undang-undang sepea meniadakan sistemn
perundangan-undangan yang berasal dan pemenintah kolonial Belanda,
dengan mencipiakan mencipiakan Sistem  perundang-undangan  yang
bersumber dari fikum nasional {hukum adat).

b Terutama dalam Hukwn Agara Perdata, masih terdapat berbagai hukum
vang berlaku bagi masyacakat [ndonesia, yaitu hukum produk dari
pemerintah kolonial yang berlaku & pulau Jawa dan Madura dan & liar
pwlau Jawa dan Madura, sehingga terjadi dualisme hukum.

Hal ini dapat menimbulkan keudak pastian hukem. Oleh karena im
seyogyanya dibuat Hukum Acara Pedata Nasional yang dapat

menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesa.
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retnya tanggal 11 Agustus 1998 HNomor 93 /Pdt.Eks/L398/FH
Smg

2. Tlahwa &wrat parmohonsn glkpekusl tersebut dldseerkan kepo-
da

a. Akte Parjanjian Kredit Homor 264 tanggal 26 Maret 1997

h. Akta Pgnberian liak Tangguagan Homor 59}5EKIIIK9? tang-
gal 26 Maret 1997, yang dibuat dihadaparn DR.Lillana '[e
josaputro, S1.MI, eselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Sgmarang

c. fkts Pomberlan llak Tanggungan Hemor L /AHB/II1/97 tang-
gol 26 Haret 1997, yang dibuat dihadapan DR.Lillana Te
Jopaputro,3H.MH, selaku Pejabat [embuat Ahkta Tanah di
Samarang ;

d. Hutang-hutang Pelawan kepada Toarlawan berdasarlkan su-
rat permohnnan ekcakual Torleawon sampsl dengsn tanggal
%1 Juli 1994 sudah mencspal h.%51.015.830,- ( Empat ra
tug lima pui.vh satu juta’ lima beles ribu delapan ratus
tiga puluh rupish ), juwmlah maps ekan terua bertambah
sngual dengan bunga barjalan Belams Felawan belum me -
lunagli saluruh ‘hutangaya yang wejlb dlbayarkan FPelawan

kopada Terlawan ;

3. Dahwa menglngat dasar sureil permohonsn okeekusl adalsh Ak
ta l'erjanjlan Kredit Momer 264 tanggsl 26 HMeret 1997 yuug
dibuat oleh DR. Lilians Tejosa putro, SBILMI, sesleku Nota-

rlg dl Saemaprseng, mks dosar parhltungan hutang Palawan

yaong benar adalah Akta Perjanjian Kredit di setase |

4. Bahwa f{asilitas kredit yang diberlkan oleh Terlawsn kepa-

da FPelawan bverdnsarkan Akta Perjanjliasn Kredlt di atas adae




@) -

N

leh : kradit dalem bentuk Pinjaman Rekening Koran { PRK )
sojunlah B.275.000,000,- ( Dua ratus tujuh puluh lima ju-

ta ruplah } ysng dipergunakan sebagal modal kerja ;

3. Pahwa Jumlah hutang Pelawan keopada Terlawan dalam bentuls
Pinjamon Rekenlng Korsn seampal doengan tanggel 31 Jull
1998 pebeosr K.451.015,830,- { Eapat ratug lima puluh ga-
ke jute llma belss ribu delapan ratus tiga puluh ruplah )
Jumlah mana akan tarue bartambah oeausl dengan bungn ber-
jnlan nolams Pelawsn belum melunasi seluruh hutangnyas ==
yong, wajlh dibaysritan Palawsn kepada Toerlawan, merupakan
Jumlah huteng| yang. tidak’ pastl dan jumlah huteang yang ka-
liru, korena pasal 1 dan pasal’ 2 Akte. Perjanjian Kredit
Howmor 266 tanggal |26/ Wor ol 1992 yong Blpergunokan pebnagal
dagar poragiionan okseckusi dan sosval dengan poriltungan
Tarlawan pada berakhkirnya Perjanjiesn Kredit yaltu April

1598 begarnya hutang Pelawarn yang Lenar sadelah

- Jumlah ! pokolt pinjaman PRK k. 275,000,000,-
- Bunga ' M njaman PRK April 1999 § Bk, . 37 872,070 .-
dumlah W, 312.8722.47 -

6, Ketidakpagilun hubtong Terlowsn kepyda Pelawsn dapat dili-
hat darl ketidekseamesn antarn besarnya hutang manurut Tor
lawon dalam parmohonsn ecksekuasi &Phﬂsﬂr R.451.01%.830,-,
dongon bosarnya hubong menurut easat barakhirnys perjanji-
an per Aprll 1998 eehaesar K.312.872.4%(,-, juga Yesarnya
hutgang berbeda dengan besaroya hutsang menurut Grose Akta
tongakuan llutang cebesar K,330.000,000,-, ( dengan perin-
cian Sertifikat Hak Tasnggungan Nomor 1084/1997 ®.210.000.
000,- dan Sertifikat Fiak Tanggungan Homor 1356/1997 sebe-

sar K.120.000.000,- ). Jadi darl perbedsan di atas terbuk
tl tidde adanya kepastian jumlah hutang Pelawan yang ha-

U8
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rusa dibayar kepada Terlawan ;

?. BDahwn wglaupun dalam pasal 2 Perjanjlan Kredit Homor 26L,

taigpal 76 Moret 1097 menyatakan bahwa Bank sBewakbtu-waktu
dapat merubsh besarnya bunga dan danda sagcara sepihsk, a-
lkon totapl pontotapsn basarnys hutang berdasarkan asas ke-
bebupan berkontrsk yeng diatur dalam pasal 1338 EW,langan
sampoi bartentangsan dengan aps yang dirumsuskan dalam pa-
ol 1338 aysat 3 itu wvendiril, yang weneogaskan "eetlap Per-
junjion mestl dilskesnalksrn. dengan Ltikad balk ( tegoede-
trouw ). Sehiagega perli dipertanyekan apakah terdapat itl
kod baitt<dart.Taclkowan kapansg  tidak. adanya Jumleh hutang
yan paski, ‘yoltu terdapat pu?budaun Jumlah hutang Yong
menyolok oatara hutsng yang dimintakan dslam permolonan
okealtusd 1 yalty mebentr R.OBFL.013.030,~ ) dengan Jumlsh
yang dleebat dalamiGroaesAktal Peagakuan lluteng (yeitu se-
besor  R.338.0006,000,-) ;

#, Rohwa penjaminan kredit Pelawan berdssariksn Akts Fembarl-
an liakk Tenggungan BOmor A AHBALI /97 tonggal 26 Maret 1997
dituat dibhadapan’ DR Lillena Tejosaputro, SH. MH, selaku
Fojubot Pembust Alkte Tanah di Senarang, dan Akta Hak Tang
gungon terusbubt tolah ditorbititan Sertifikaot llak Tanggung
an Homor 1%56/1997 Lertanggoel 14 April 1997, oleh Kantor
Pertunbhan Hebujputen Semarang, sdelah tidak dapst diskse-
ltusl/tidak dapat dijual lelang, karena di atas tanah Yang
maniadl Jjaminan kredit tersebut, terdapat rumsh milik pi-
halt ketlga berdavurken atam hak milik yang berdasarkan a-
tas hulcum, sehingga pemberian Hak Tanggungan terhadsp ta-
nah yang menjadl penjomin kredir itu hanya aah dan berda-
saritan ataa hulkum kalauv mendapat 13in dari pemegang llek

Millk ates rumah yang berdirl di atas tanah terssbut,

o — Kamudiano




Kemudian karema dl dalam Akta Pambarian Tanggungan terse
byt tidak jelas letak obyeknya, yaibu tidsgk Jelas bataes-
batos taznah tersebut maksa obyek tenah yang menjsdi penje

pin kradlt Pelawan tidak dapat diskrekusl. ;

9. Dahwa penjaminan Itradit Pelawan herdasarkan Akta Pemberl
an llak Tanggungen Nomor 59/SR/ITI/97 tong geal 26 Marat
1997, dibunt dihsdnyan DR, Liliana Te jeaaputro, SH. MII,
pelaity Pejabat PFeabuat. Aktn Tanah dl Senmarang, dan Akta
llak Tonggungsn tersebut telah diterbitksan Sertifikat Hek
Tanggungan Nemdr 108L /1997 te=tenggal 17 April 1997,0leh
Kantor Pertanshan Kotsmadys Semarsng, ndaloh tidak dapat
diekgeiual /tidalke dopat Jdifoal Adeleng, korens di atsa tao-
nall  ¥ong monjodi  jaml nan krpodilt tersebut, Lerdapat rumah

mllille plhuk kebige Yordosarken atses Hak Milik yang borda

soarkan Ales hukum yahig eah, ‘sshingga pemberian Hak Tang-
gungnn-terfadnp "‘tandh yeng mqﬂjadi penjamln kredlt itu -
hanya asah dan berdasarkan atag hukunm kalau mendapat 1Jjin
darl pomegeng falk Millk jotos” ramah yang berdirl dli  atas

tannh termebub.:

10, Dahwa berdssarkon buktl-buktl oOtentik yong ada, maks pu-
tusan dalam pearkars inl dapat d) jelankan terleblh dahulu
{citvoerbanr blj vocerraod) meskl pun dimungklokan verzst,

banding, hasasi maoupur upaya nukum lalnnya

Berdssarkan alasan-alasan dan fakta-faikta di atas,maka
Polawon wmohon dangen horeat Ikepade Ketua Pengaedilan Nagori
Semarang berkenan memutus dan wenetapkan sebagal Rukum
1. Mengabulksn perlawanan darl Pelawan untuk keseluruhan i
2, HMgnyatakan ['enetapan Pengadilan Wegerl Semarang tangpal 3

September 19974 Nomor 93/1°dt.Fke./l1998.Fli.Smg. tidak sah

dan

e




3. Hanyatakan lelang ekoekutorial HNomor 93/Pdt.Eke./1998.PN,-
Smge tanggal S September 1998 yang dilakesnakan Dberdasar-
kan Menatepan Pengsadllan Negeri Semarang tanggal 3 Septem-
ver 1998 Nomor 93/Pdt.Eks,/1998/PH.Smg. stas tonah dan ba-
ngunon  tarsobut di bawah Lni tldak ash dan berharga
- Sehidang tanah Hgk Guna DBangunan Homor 3?7/Plombokan se-

luse + 300 M2, yang torletak di Kelurahan Plomboken, Ke-
camatan Semarang Barst.. askarang termasuk wilayah Sema-
rung Utara, Kotemadya Semareanf, tarcatat atoe nama llen=
dro Sunante d/h Jepitsn KYo, berikut bangunsn rumab tom-
pat  Linggal yoang baerdiri’ di. atea GLiansh torssbut sebtempat
dikenal aabagal J1, Arotojoyo Kav,i D Ho.21 Semersng.Dan
- Senldang tensh ilakhGuia Bangunan” Nomor (93/Kenten g wseluaa
+ 275 M2, yonp terletzk 'di wilayah Deun Kentoeng, Kecoma-
tan Ambarawa, Kabupsten Semarasagy Propinsil Jawa Tangeah,
bercatat stas nams liendro Suesnto, berlkut banguan yang

perdint di atogs tunah- terseoutb ;

. Membatalkant kelenpg akaskutortal Hemor 93/Pdt.Exe./19v8/FPH.
5mg, tanggal o Seplombar 199f atns tonah dan baongunnan Ltar-
pehut di bawah 1inl
- Sebidang tanah llak Suna Bangunan MNowor 277/Plombolkan se-

luas *+ 300 M2, yang terletah di Kealurahan Plombokan, He-
camatan Semareng Barat, sekarangtermasuk willaYah Sema-
rang Utars, Kotamadya Sewarang, tercatat atas nama ! [en
dro Susanto d/h Jap Han Kle, berllut bangunan rumah tem- .
pat tinggal yang "erdirl di #as tanah terssvut setem =
pat dikenal sebagai Jl. Brotojoyo Kav. 4 D No. 21 Sema-

rang ;

5, Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara j

& Bl s



=f-

1998 Howor W§.DC.IIT.04.10.2060,1936 ( tanda P.7 ) ;

8. Foto copy Surat Penotapan HKetua Pengadilan HMNegerl Semarang
tangp al 3-9-1998 Homor 93/Pdt .Eke./1908/PH.Smg.(tandn P.8);

9. Foto copy Surat Pangodlluan Negerl Semarang kepods 1.Hondro
Suganto d/h Jap llan Kle, 2. Penghuni ruwuah Jl. Brotojoyo -
Kav. 4 D Sewarang tanggal 22-10-1998 Homor Wo9.DC.HT.O0L.10,
253%5.1998 ( tanda P.9 ) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukbtl tersebui telsh dibe-

rl wolteral culeup -'gcnkl;an dengan aselinys, olah

karena itu dapat. sural bukti yang sah

galmana

Hﬂn

| »
mus din:.rnt:'i'... “u ERIE:ESULA
I.""[|rm:I_|11'tl§-,I Mié%mh Pl 12% (1) NIR, spabila

\ A
forlawan ( Tergugat } tidsk hadir daia

alasan atau Ltanpa menyurvh orang lain untuk mewalkilinya, mzka

=
s

ok Jperfish hadir dalam si-

{

J

m eldang tenpa mamberi

perlawanan { gugatan } dapat dikabulkan kecuali apsblla gugat
an ( perlawanan ) Lldsk borslasan atau barlentangan dengon un
dang-uidierg ¢

Muonimbang, valwa berdasatkan hal tersebut maka Majelis
Halgim akan wempertiwbanghkan apskah perlawenan Pelawan sebagai
mana tersebul dalam surat-perlawanannya adalah mempupysi slasg

gn yang benar atau tidak ;

Menimbang, bahw:s perlawanan Felawan sepbagnimana teraoa-



but dalam surat perlawansanya tersebut dimuks didasarkan satas

hal-hal sebagal berilut :

1, Adsnya Jumlabk hutang yang tldak pasti don Jumlah hutang
yonp %oliry, yaitu menurut Grosee Akla Pengakuan llutang se
hesar ka.330.000.000,- ( "ldge retus Giga puluh Juta Pous el —
ah )}, menurut Terlswan dalam permohonan eksekusinya sebe-
sar R.451.015.830,- { Empat ratus lima puluh satu Juta li-

ma belas ribu delspan ratus tigs puluh ruplen ) sedangkan

3. Sertif anggonenn Now 7/ tanggel 14 April
!&iatas tansh yang
L matl Jad

itetdlpra,

Henimbaﬁﬁﬁiﬂambé?&asarkén ha’ll—hal tersebut maks Pe-
lawan mohon agar lelang sks ekutarisl Nomor 93 /Pdt,Eks,. /1998 /
PN.Smg. Longgoel 5 September 1998 atas tpnah dan bangunan de-
ngon llak Suna Dangunan Nimor 377/Ploxbokan: | luas + RO M ==
yani terletak di Kelurahan T'lombokan, Xecamatan Semsrang Ba-

rot { aeknrang Seworang Utnra ) Kodya Semarang dibatalkan :

Menlwbang, bahwa selanjutnys darl bukti P.8§ ( Penetapan

Ketua Pengedilan Megerl Semarang, Homor 93/Pdt.Eks. /1908 /PH,

Smg. tanggal 3~9-1998 ) terdapat fakta-Takta sebagal berikut:
a. Ferwohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawsn didssarkan

atas
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alag Grouse Alle Sertlfilcat Nzk: Tangmngan Nomor 108471597
Longesl 17 April 1997 dan Grosse Akte Serbifikat Hak Tang-
rungan Homor 135 6/1997 tanggal 14 April 1997, ETroses mana
heorkepnle " Dami Keadilen Rerdusarkan Kebuhonan Yang Hahn
fsa " g

b, l'elawnn telabl diteger ([ aanmannlng 7 oleh Ketua Pen#fadilan
Negeri Semarang, dan Ganpal batas waklu yang diberllkan un-

tule meloksnnakan ini Orosso Akte Sertifikot loie Tanggungan

tarsebut, Pelawan akganalkannye

"-bukti Pelawan tldak ternyas-

un uga deng : e ‘katlga diatazs ta-

nah  yany dillg '@1“ n dard buktl- bukel

[Folawan titluli'g anﬁﬁwth ;,Lf pihait ketigse ( der
den veruzetl }1; @bwﬂhh

\ LA
O — /
Meninbarng, bahwa bardosarkan pertimbangan tersebut maka

My Jolis lEln berpondapat bBalwa olusan yYung digunakan oleh o
lawon dolom aural poelowennys ndolah Lidale depat dlbonarican
dan oleh karenanys maka perlowanan Pelawagn harus ditolak

ienimbang, bahwa karena perlawanan pihak Pslawsn harus
dltolek miks PPelawan horads dipihak ysng kolah dan olah kare-

na ity maka blaya parkars ini yang besarnya akan ditentukan -

dnlam amar putusan harus dibebankan kepada Pelawan ;

Hengingat : 1. Pasal 125, 181 Hip ;

2. Wudang Yalang flamoer 14 'Tabun 1970

A. Undagg



-t =

3 UndanglUndangNomer 2 Tahun 1986 ;

Mg i A DI Lo i

1. iMehyababian bahwe Terlasan yang teliah dipanggll de—

fggan pakut, Lldak hadir ;

Monyabakan bahwa Pelawan adalsh Pelawan yang Li-

na
.

duk benar
3, fenslak parlawinen felawan ;

untult membayar hiaya perkars 1-

etapitan #.67.000,- § Enam pu-

f

MOTIJOSC, 5.)1. no-
foun mana diucapkan
dalum oig er ada harl Selapa, tang

gal 9 i-1a;'lw,| EJMES@ULR 'érﬁehut dongan dihadis
i oleh Si.l1_ TMQ@@@%@&&@ AOTIJGSQ 5.1 ‘pata. Ha-

kim ﬂnggotll . 5.H, Panttera Penggantl serta dinhadir

i pula vleh Pelawan dengan tanpa hadirnya Terlawan
Vikim Angpota, Ke tua #Majellis,
b, LEd.

1. SUDBARMAN, 5.11,

BAInAaWL, S8.H,

td.

2 FEAHSERO ASAOTIJOSE0, 5.1,
Panitera Fengganti,
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fengedilon Legeri
shpal demsrem 24 [op

{J
! L
ember 1194, wﬂ’l élkr-ipﬂi. nyo Youg -

i/
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ber judul
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Demilcianiah gurat ketercrgen ini dibuet untul diper-

frunckeon sebopal mena vestioyc,
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